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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج jim j je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ʻain ʻ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
xن nun n en
و wau w we
ھ ha h ha
ء hamzah ‘ apostrof
ي ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang
lambangnya berupa tanda atau harakat,  transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا fatḥah a a
 ِا kasrah i i
 ُا ḍammah u u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf,  transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َْيا fatḥah dan yā’ ai a dan i
 َْوا fatḥah dan wau au a dan u
Contoh:
 َفْﯾَﻛ : kaifa
 َلْوَھ : haula
xi
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat dan
Huruf
Nama Huruf dan
Tanda
Nama
 ا َ  ... |ي َ  ... fatḥah dan alif atau
yā’
ā a (dengan garis di
atas)
 ِْيا kasrah dan yā’ ī i (dengan garis di
atas)
 ُْوا ḍammah dan wau ū u (dengan garis di
atas)
Contoh:
تﺎﻣ : māta
ﻰَﻣَر : ramā
لِْﯾﻗ : qīla
 ُتْوُﻣَﯾ : yamūtu
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. : subḥānahū wa taʻālā
saw. : ṣallallāhu ʻalaihi wa sallam
a.s. : ʻalaihi al-salām
H : Hijriah
M : Masehi
SM : Sebelum Masehi
l. : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. : Wafat tahun
QS …/…: 4: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR : Hadis Riwayat
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ABSTRAK
Nama : Riza Azmi
NIM : 10300113181
Judul : Hak Memilih dan Dipilih Warga Negara Non Muslim (Żimmī) dalam
Negara Islam
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui hak memilih dan dipilih
warga negara non muslim (żimmī) di negara Islam, 2) mengetahui pihak yang
termasuk dalam kategori żimmī, dan 3) mengetahui perlindungan hak-hak żimmī
dalam hal politik keterpilihan dalam negara Islam.
Dalam menjawab permasalahan tersebut, digunakan pendekatan teologis
normatif. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan
mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi (content
analysis) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan
masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.
Fokus permasalahan dianalisa berdasarkan syarat untuk menjadi anggota
Ahlul Halli wal Aqdi, syarat untuk mendapat jabatan dalam pemerintahan negara,
serta pendapat beberapa pemikir Islam mengenai ketentuan hak politik Non Muslim
berdasarkan tafsiran ayat al-Qur’an yang relevan dan praktik ketatanegaraan pada
zaman Nabi Muhammad saw. dan keempat al-Khulafa al-Rasyidin.
Kelompok non Muslim yang termasuk kategori żimmī adalah mereka yang
bertempat tinggal di wilayah kekuasaan negara Islam setelah ditaklukkan, yang
kemudian menyerahkan diri dan mendapat perlindungan dari pemerintahan negara
Islam serta patuh kepada aturan yang berlaku. Jizyah dibebankan atas mereka akibat
adanya perlindungan negara Islam. Kemudian setelah membahas mengenai hak
politik non Muslim (żimmī) dari segi keterpilihan dalam negara Islam, didapati bahwa
komunitas żimmī berhak memposisikan diri sebagai anggota Ahlul Halli wal Aqdi dan
berhak ambil bagian dalam jabatan pemerintahan negara. Tetapi berdasarkan
penemuan, posisi yang dapat diduduki oleh żimmī dalam pemerintahan hanyalah yang
bersifat pelaksana keputusan bukan pembuat kebijakan.
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Perjanjian yang disepakati atau perundang-undangan yang diberlakukan dalam
negara Islam sebaiknya lebih spesifik membahas tentang hak politik sekian
komunitas yang bernaung di negara tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman
dalam penerapan peraturan itu sendiri. Jabatan yang diberikan kepada non Muslim
dalam pemerintahan negara Islam tidak dapat menjangkau kursi kepala negara. Hal
ini hendaknya dipahami oleh warga negara Muslim dalam negara Islam agar dapat
berpartisipasi dalam bursa posisi pemimpin negara sehingga perintah Allah melalui
al-Qur’an dapat terwujud. Tema tentang hak asasi non Muslim dalam negara Islam
diharapkan sedapat mungkin menarik peneliti-peneliti selanjutnya, agar pembahasan
yang dianggap kontroversional ini dapat diuji keilmiahannya. Kemudian, kepustakaan
yang menempatkan hak politik untuk disajikan dengan porsi cukup kepada pembaca
diharapkan lebih bervariasi di masa yang akan datang.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Masa permulaan Islam atau masa kerasulan Muhammad saw. sama dengan
masa turunnya wahyu yang dibagi ke dalam dua periode sejarah. Pertama, periode
Makkah yaitu sejak beliau menerima wahyu pertama (5 ayat dari surah al-‘Alaq)
sampai beliau hijrah dari Makkah ke Madinah tahun 622 M. Kedua, periode Madinah
yaitu sejak hijrah tahun 622 M hingga beliau wafat pada 12 Rabiulawwal 11H/ 8 Juni
632 M, yang beberapa bulan sebelumnya beliau menerima wahyu terakhir (ayat 3
surah al-Maidah) pada waktu beliau melaksanakan haji wada’ (haji perpisahan) pada
tahun 632 M.
Selama periode Makkah pengikut Muhammad saw. hanya sekelompok kecil,
belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai wilayah tertentu dan kedaulatan.
Posisi mereka waktu itu sangat lemah sebagai golongan minoritas tertindas dan tidak
mampu menentang kekuasaan kaum Quraisy Makkah. Tetapi setelah hijrah ke
Madinah, posisi Nabi dan umat Islam mengalami perubahan besar. Di Madinah,
mereka mempunyai posisi yang baik dan segera menjadi suatu komunitas umat yang
kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi pemimpin masyarakat yang baru
dibentuk itu, dan akhirnya menjadi suatu negara. Suatu negara yang wilayah
kekuasaannya di akhir zaman Nabi meliputi seluruh semenanjung Arabia.1 Meskipun
1J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari
Pandangan Al-Qur’an (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 1-2.
2periode Madinah telah memunculkan sebuah “negara Islam”, sebaliknya periode
Makkah justru lebih berperan dalam menyiapkan pemantapan akidah dalam
menopang berdirinya negara Islam. Inilah sebenarnya yang dipandang sebagai asas
mendasar.2
Pembentukan masyarakat baru itu, yang kemudian menjelma menjadi suatu
negara dan pemerintahan, ditandai dengan pembuatan perjanjian tertulis pada tahun
622 M antara Nabi dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Madinah segera
setelah beliau hijrah ke kota itu. Perjanjian tertulis itu disebut ṣaḥifat, dan lebih
terkenal dengan sebutan Piagam Madinah (mitṡaq al-Madinat) dan Konstitusi
Madinah. Ia memuat undang-undang untuk mengatur kehidupan sosial politik
bersama kaum Muslim dan bukan Muslim yang menerima dan mengakui Nabi
sebagai pemimpin mereka.3 Disini adanya permulaan yang berbeda dari berbagai
permulaan pembentukan sebuah sistem politik masa kini. Biasanya seorang tokoh
tertentu menghimpun massa pendukung untuk bergabung ke dalam barisannya
dengan berbagai cara seperti dengan iming-iming dan berbagai propaganda. Massa
kadang sampai tersudut bimbang dan tak jarang dibuat terkecoh. Namun, rasaan itu
tak dialami dalam pendirian negara Madinah. Sebaliknya, masyarakatlah yang
mengangkat pemimpin yang mereka taati ini.4
Banyak di antara pemimpin dan pakar ilmu politik Islam beranggapan bahwa
Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang
2Gamal al-Banna, Relasi Agama dan Negara (Cet. I; Jakarta: MataAir Publishing, 2006), h. 5.
3J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari
Pandangan Al-Qur’an, h. 4.
4Gamal al-Banna, Relasi Agama dan Negara, h. 14.
3pertama dan yang didirikan oleh Nabi di Madinah.5 Ketetapan Nabi merumuskan
peraturan dan undang-undang kemasyarakatan dalam Piagam itu mendahului ayat-
ayat tentang kemasyarakatan yang belum turun sempurna, dan ini merupakan langkah
politik atau siyasat Rasul, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.6
Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota
komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-
prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama,
membela mereka yang teraniaya, saling menasihati dan menghormati kebebasan
beragama.7 Hasil inisiatif dan ketetapan Nabi mengandung prinsip-prinsip dan dasar-
dasar tata kehidupan bermasyarakat, kelompok-kelompok sosial di Madinah,
menjamin hak-hak mereka, menetapkan kewajiban-kewajiban bagi mereka, dan
menekankan pada hubungan baik dan kerja sama serta hidup berdampingan secara
damai di antara mereka dapat mewujudkan kemaslahatan hidup mereka dan terhindar
dari permusuhan.8
Tetapi umat Islam di kala itu bukan satu-satunya komunitas di Madinah. Di
antara penduduk Madinah terdapat juga komunitas-komunitas lain, yaitu orang-orang
Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap
memuja berhala. Dengan kata lain, umat Islam di Madinah merupakan bagian dari
5Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), h.
10.
6J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari
Pandangan Al-Qur’an, h. 4.
7Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h. 15.
8J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari
Pandangan Al-Qur’an, h. 5.
4suatu masyarakat majemuk.9 Kemajemukan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi.
Dilihat dari segi kebangsaan, penduduk Madinah terdiri dari bangsa Arab dan bangsa
Yahudi yang masing-masing terbagi ke dalam suku-suku. Dilihat dari asal daerah,
mereka adalah orang-orang Arab Makkah, orang-orang Arab dan Yahudi Madinah.
Dilihat dari struktur sosial dan kultur, mereka sama-sama menganut sistem kesukuan
tapi berbeda dalam adat kebiasaan. Dilihat dari ekonomi, bangsa Yahudi adalah
golongan ekonomi kuat yang menguasai pertanian, perdagangan dan keuangan.
Sedangkan kaum Arab adalah golongan ekonomi kelas dua. Dilihat dari segi agama
dan keyakinan, mereka terdiri dari penganut agama Islam, golongan munafik dan
penganut paganisme (musyrik).
Komunitas-komunitas penduduk yang menetap di Madinah pada permulaan
Nabi menetap di kota itu adalah kaum Arab Madinah yang telah memeluk Islam yang
disebut kaum Anṣar, orang-orang Arab Makkah yang Muslim yang disebut kaum
Muhajirin, orang-orang Arab Madinah penganut paganisme, golongan munafik,
golongan Yahudi yang terdiri dari berbagai suku baik bangsa Yahudi maupun orang
Arab yang menjadi orang Yahudi dan penganut agama Kristen minoritas.10
Kesemua komponen diatas menjadi warga negara Madinah segera setelah
menyetujui piagam Madinah. Warga negara yang tunduk kepada pemerintahan yang
mereka sepakati perjanjiannya. Baik Muslim maupun non Muslim. Dikarenakan Nabi
berkedudukan sebagai kepala negara dan dalam menjalankan tugasnya beliau
mempedomani al-Qur’an, maka dapat disebut negara Madinah ialah negara Islam.
9Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h. 9.
10J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari
Pandangan Al-Qur’an, h. 57.
5Islam telah menggolongkan warga negara non Muslim dalam negara agar tidak terjadi
kekacauan dalam menerapkan hukum kepada mereka.
Syariah Islam membagi warga negara non Muslim menjadi tiga golongan,
yaitu orang-orang non Muslim yang menjadi rakyat suatu negara Islam berdasarkan
suatu perdamaian atau perjanjian, non Muslim yang menjadi rakyat suatu negara
Islam setelah dikalahkan oleh kaum Muslim dalam suatu peperangan, dan non
Muslim yang berada di dalam wilayah negara Islam dengan cara lainnya.
Bagi mereka yang mengakui hegemoni suatu negara Islam tanpa atau selama
suatu peperangan, serta menandatangani suatu perjanjian tertentu dengan Negara
Islam yang bersangkutan, Islam memerintahkan agar semua masalah yang
berhubungan dengan mereka harus diputuskan selaras dengan pasal-pasal perjanjian
tersebut.11 Kita tidak dapat sekehendak hati melakukan perubahan-perubahan atas
semua persyaratan kontrak perjanjian yang telah dilakukan bersama pihak żimmī.
Demikian pula halnya dengan jumlah upeti tahunan mereka, atau tanah mereka, atau
bangunan mereka, semuanya tidak dapat disita sepanjang tidak sesuai dengan pasal-
pasal perjanjian dengan kaum żimmī tersebut. Di samping itu, kaum Muslim dilarang
untuk memperlakukan mereka secara keras dan ẓalim, baik yang menyangkut agama
maupun hukum perdata.12
Orang-orang yang terus berperang melawan kaum Muslim sampai mereka
ditaklukkan dan hanya meletakkan senjata pada saat tentara Muslim memasuki kota
11Abūl A’la Al-Maudūdī, The Islamic Law and Consitution, terj. Asep Hikmat, Hukum dan
Konstitusi Sistem Politik Islam (Cet. I; Bandung: Mizan, 1990), h. 302.
12Abūl A’la Al-Maudūdī, The Islamic Law and Consitution, terj. Asep Hikmat, Hukum dan
Konstitusi Sistem Politik Islam, h. 303.
6dan kampung-kampung mereka sebagai penakluk, termasuk ke dalam golongan
warga negara Islam. Begitu negara menerima jizyah dari mereka, setiap Muslim wajib
melindungi tanah, harta kekayaan serta nyawa dan sekaligus kehormatannya.13
Mereka dibebaskan dari tugas untuk membela wilayah mereka. Harta benda dan milik
mereka yang lain tidak dapat dirampas dari tangan mereka dan tempat peribadatan
mereka tidak boleh dihancurkan. Jizyah hanya dikenakan bagi mereka yang berbadan
sehat dan tidak cacat untuk dapat ikut berperang. Sedangkan yang tidak mampu
berperang seperti kaum wanita, anak-anak, dan orang tua tidak dikenakan jizyah.
Orang-orang yang secara sukarela ingin bergabung ke dalam pasukan Muslim
diperbolehkan untuk melakukannya, dan siapa pun dari mereka yang ingin ikut ke
dalam usaha mempertahankan negara Islam dibebaskan dari membayar jizyah.14
Jizyah dinamakan juga pajak perlindungan (protection tax) dikalangan yuris
Muslim.15 Diterimanya jizyah merupakan pembenaran atas perlindungan nyawa dan
harta benda mereka dan setelahnya, baik negara Islam maupun masyarakat Muslim,
tidak berhak melanggar harta, kehormatan maupun kemerdekaan mereka.16
13Abūl A’la Al-Maudūdī, The Islamic Law and Consitution, terj. Asep Hikmat, Hukum dan
Konstitusi Sistem Politik Islam, h. 304.
14Syekh Syaukat Hussain, Human Right in Islam, terj. Abdul Rochim C.N, Hak Asasi
Manusia dalam Islam (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 77.
15Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat
dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Cet. I;
Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), h. 123.
16Abūl A’la Al-Maudūdī, The Islamic Law and Consitution, terj. Asep Hikmat, Hukum dan
Konstitusi Sistem Politik Islam, h. 304.
7Kemerdekaan mereka bukan hanya meliputi kehidupan berkeluarga, memilih
tempat tinggal dan pekerjaan. Pun dalam hal memeluk agama, mereka merdeka.
Selain bersifat sangat sensitif, agama dapat menjadi sumber penindasan dan
permusuhan seperti halnya yang dirasakan oleh Nabi Muhammad saw. bersama
kaumnya sebelumnya di Makkah.
Dengan tegas dirumuskan dalam Konstitusi Madinah yakni “Bagi orang
Yahudi agama mereka dan bagi kaum Muslimin agama mereka pula”. Rumusan ini
sekaligus merupakan suatu pengakuan eksistensi agama lain di kawasan negara Islam
seperti negara Madinah pada masa Rasulullah saw. itu. Orang-orang Yahudi bebas
menganut agama mereka dan karena itu kaum Muslimin di Madinah tidak boleh
menghalangi mereka untuk beribadat.17
Kedudukan orang-orang Yahudi sebagai golongan minoritas di Negara
Madinah tidak hanya diakui tetapi juga memiliki kedudukan hukum yang sama
seperti warga negara lainnya yang beragama Islam. Nabi Muhammad sebagai kepala
negara Madinah tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas
baik orang-orang Yahudi maupun Kristen. Mereka memiliki kebebasan penuh,
apakah akan tetap tinggal di Madinah ataukah akan pindah ke tempat lain. Mereka
adalah penduduk sipil yang wajib dilindungi oleh negara. Juga dalam bidang
pertahanan seluruh warga Madinah termasuk kelompok minoritas dibebani kewajiban
untuk berperan serta (kecuali bagi pembayar jizyah) setidaknya dalam urusan rembuk
(musyawarah) maupun dalam pelaksanaan gagasan di bidang tersebut. Golongan
minoritas Kristen memiliki kedudukan yang sama seperti golongan minoritas Yahudi.
17Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat
dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, h. 122.
8Mereka tetap dibolehkan memeluk agama Kristen dan untuk ini mereka memiliki
kebebasan penuh. Pemerintah Madinah berkewajiban pula melindungi jiwa, harta,
gereja-gereja dan segala sesuatu yang mereka miliki. Baik benda-benda bergerak
maupun tidak bergerak.18
Perlindungan dan kebebasan yang diberikan kepada warga negara Madinah
termasuk orang-orang non Muslim, semata-mata demi kemaslahatan warga negara
dan terwujudnya prinsip persamaan dalam negara. Hak dan kewajiban setiap warga
negara sama. Membela negaranya ketika perang, memiliki keluarga dan mengenyam
pendidikan, membayar jizyah, melakukan ibadah sesuai keyakinan mereka, dan lain-
lain. Dari hak sipil, hukum sampai yang bersifat politik harus dijamin oleh negara
yang menaungi mereka.
Hak politik yang dimaksud bukanlah hanya menyangkut menjadi pemimpin
negara atau perangkat negara, tetapi juga menjadi penyuara hal-hal yang berkaitan
dengan negara. Jika dikonversikan, peran-peran ini mencakup anggota lembaga
negara, gubernur, menteri, sekertaris, kepala urusan dan yang paling tinggi ialah
kepala negara. Dalam kemajemukan yang tercermin dari warga negara Madinah,
peran-peran diatas jika hanya diisi oleh segelintir orang berdasarkan agama, suku atau
asal dapat membahayakan kelangsungan hidup negara. Hal ini dikarenakan adanya
golongan yang merasa dikesampingkan bahkan diabaikan dari urusan kenegaraan
yang notabene penting. Apalagi melihat kultur masyarakat Arab yang bersifat
menjunjung tinggi semangat kesukuan (‘ashabiyyat), kondisi ketika sebuah golongan
18Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat
dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, h. 123.
9merasa terabaikan dapat mempengaruhi orang-orang sesukunya. Paling kritis, dapat
memecah peperangan antar suku.
Tidak sebatas hak terjun ke urusan kenegaraan, menjadi partisipan dalam
kegiatan politik pun salah satu hak yang harus juga dijamin oleh negara. Seperti
dalam hal memberikan pendapat ketika diadakan musyawarah. Hal ini harus
diperhatikan agar kemajemukan yang ada dapat terus terjaga oleh perdamaian.
Oleh sebab itu, keutamaan kedua hak yang telah diuraikan di atas dalam
sebuah negara menjadi perhatian setelah hak hidup. Pemenuhan keduanya pun sangat
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu negara.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka pokok
permasalahan dari karya tulis ini yaitu: “Bagaimana Hak Memilih dan Dipilih Warga
Negara Non Muslim (Żimmī) dalam Negara Islam?”. Dari pokok permasalahan
tersebut diperoleh sub permasalahan antara lain sebagai berikut:
1. Siapa sajakah kelompok non Muslim yang termasuk dalam kategori żimmī?
2. Bagaimana negara Islam melindungi hak-hak politik żimmī dalam hal
keterpilihan?
C. Pengertian Judul
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan memahami
penelitian ini, maka akan dideskripsikan pengertian judul yang dianggap penting.
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1. Hak
Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti benar, milik
kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar
atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.19 Dalam bahasa Arab makna utama ( )
ḥaq adalah fakta yang nyata atau kenyataan, dalam hukum berarti kebenaran atau apa-
apa yang berhubungan dengan fakta, yang merupakan makna dominan kata tersebut.
Kata ḥaq seringkali muncul dalam al-Qur’an dan banyak digunakan untuk
menyiratkan kepastian dan bukti-bukti nilai pahala, janji dan hukuman.20
Hak adalah suatu kekuasaan (power), yaitu suatu kemampuan untuk
memodifikasi keadaan (a state of affairs). Hak merupakan jaminan yang diberikan
oleh hukum dan penggunaannya didasarkan pada suatu jaminan oleh hukum sebagai
suatu hal yang dapat diterima beserta segala konsekuensinya. Penggunaan hak
menghasilkan suatu keadaan (a state of affairs) yang berkaitan langsung dengan
kepentingan pemilik hak.21 Satjipto Rahardjo memandang hak adalah sebagai
kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk
melindungi kepentingan orang tersebut. Hak tersebut merupakan pengalokasikan
19“Hak”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. http://kbbi.web.id/hak (8 Maret 2017).
20Kurniati, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Suatu Analisis
Komparatif antara HAM dalam Islam dengan HAM Konsep Barat (Cet. I; Makassar: Alauddin
University Press, 2011), h. 20.
21Usman, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Sebuah Pengantar Pada Perguruan
Tinggi (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 183.
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kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan
tersebut.22
Konsep Islam tentang hak, berbeda dengan konsep Barat tentang hak. Sebagai
contoh apa yang dikemukakan oleh Sayid Abūl A’la al-Maudūdī bahwa pada
umumnya, hukum Islam mengajarkan empat macam hak dan kewajiban bagi setiap
manusia yaitu hak Tuhan, dimana manusia diwajibkan memenuhinya, hak manusia
atas dirinya sendiri, hak orang lain atas diri seseorang, hak kekuasaan dan sumber-
sumber (alam) yang telah dianugerahkan Tuhan untuk dimanfaatkan manusia.23
2. Warga Negara
Warga negara adalah mereka yang dinyatakan sebagai warga oleh suatu
negara tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan negara tersebut.24 Warga
negara dari suatu negara berarti anggota dari negara itu yang merupakan pendukung
dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara.25 Di
Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menentukan apakah seseorang itu
termasuk warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) diatur
dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.26
22Usman, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Sebuah Pengantar Pada Perguruan
Tinggi, h. 184.
23Usman, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Sebuah Pengantar Pada Perguruan
Tinggi, h. 192.
24H. Inu Kencana Syafiie, Al-Qur’an dan Ilmu Politik (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.
149.
25Tim Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Hasanuddin, Pendidikan
Kewarganegaraan (t.t: t.p, t.th), h. 183.
26H. Inu Kencana Syafiie, Al-Qur’an dan Ilmu Politik, h. 150.
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3. Hak Memilih dan Dipilih Warga Negara
Hak memilih dan dipilih ialah perluasan dari salah satu hak asasi manusia
yakni persamaan. Kemudian dijabarkan lagi dengan sebutan hak asasi politik.
Hak asasi politik (political right), yaitu hak untuk ikut serta dalam
pemerintahan, hak pilih (hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak untuk
mendirikan partai politik, dan sebagainya.27
4. Negara Islam
Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna
memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Sedangkan negara menurut Prof. Sumantri
adalah suatu organisasi kekuasaan karenanya dalam setiap organisasi yang bernama
negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai
kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapa pun juga yang bertempat
tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.28
Konsep negara Islam menurut Muhammad Husain Haikal adalah negara yang
pengelolaannya didasarkan pada tiga prinsip dasar yang digariskan Islam, yaitu
prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan yang ketiganya mengacu kepada
ajaran tauhid yang merupakan ajaran inti dalam Islam. Implementasi dari ketiga
prinsip tersebut hanya dimungkinkan jika negara itu mengambil bentuk republik yang
27Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara
(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 65.
28H. Inu Kencana Syafiie, Al-Qur’an dan Ilmu Politik, h. 141.
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demokratis dan konstitusional, dan tidak mungkin pada negara yang bercorak
teokratis, aristokrasi, absolut dan tiranik.29
Negara ini berdiri atas dasar ideologi semata-mata dan tidak atas dasar ikatan-
ikatan warna kulit, ras, bahasa atau batas-batas geografis. Setiap manusia, di mana
pun mereka berada di muka bumi ini dapat menerima prinsip-prinsipnya apabila ia
ingin dan menggabungkan diri ke dalam sistemnya dan memperoleh hak-haknya
sama persis tanpa perbedaan, kefanatikan atau kekhususan. Dan setiap negara di
seluruh dunia yang ditegakkan atas dasar prinsip-prinsip ini adalah “negara Islam”,
baik ia berdiri di Afrika, di Amerika, di Eropa atau di Asia.30
D. Kajian Pustaka
Dengan memperhatikan tema yang dibahas, maka sumber data yang
diperlukan berkenaan dengan buku-buku atau literatur mengenai masalah-masalah
tata negara Islam.
H. A. Dzajuli menulis buku yang berjudul Fiqh Siyāsah. Buku ini memiliki
ruang lingkup pembahasan yang luas. Pembahasannya mencakup pengertian fiqh
siyāsah itu sendiri, siyāsah dustūriyah, siyāsah dauliyah hingga siyāsah māliyah.
Siyāsah dustūriyah yang berkaitan dengan tema karya tulis ini dipaparkan dalam
buku ini sebagai hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain
serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Selain itu,
29Musdah Mulia, Negara Islam (Cet. I; Depok: KataKita, 2010), h. 28-29.
30Abūl A’la Al-Maudūdī, Al-Khilāfah Wal Mulk, terj. Muhammad al-Baqir, Khilafah dan
Kerajaan (Cet. I; Bandung: Penerbit Karisma, 2007), h. 82.
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dibahas juga mengenai imamah beserta hak dan kewajibannya, rakyat (status, hak dan
kewajibannya), persoalan bai’at, waliyul ahdi, perwakilan, Ahlul Hallī wal Aqdi dan
persoalan wizarah beserta perbandingannya. Pada bagian pembahasan mengenai
rakyat, yang dijelaskan dalam buku ini hanya membahas hak-hak rakyat secara
umum. Persoalan hak politik rakyat tidak dibahas dalam ulasan yang khusus dalam
buku ini.
H. Inu Kencana Syafiie dalam bukunya Al-Qur’an dan Ilmu Politik, secara
umum membahas sistem politik yang beliau sesuaikan dengan perintah al-Qur’an.
Pembahasan buku ini lebih terfokus pada sistem politik dan pemerintahan suatu
negara. Selain itu, dibahas pula mengenai kekuasaan Allah dan kekuasaan manusia,
negara dan sistem pemerintahan menurut al-Qur’an, kebijaksaan pemerintah,
kebenaran Islam dalam sistem politik Indonesia bahkan perbandingan sistem politik
beberapa negara dan komentar al-Qur’an mengenainya juga dibahas. Warga negara
memiliki bagian pembahasan dalam subbab syarat-syarat negara, tetapi hanya
menjelaskan defenisi warga negara dan ketentuan perundang-undangan yang
mengatur tentang warga negara di Indonesia.
Abdul Muin Salim menulis buku dengan judul Fiqh Siyāsah. Buku ini
berfokus kepada konsepsi kekuasaan politik dalam al-Qur’an. Politik dan
kekuasaannya, kodrat manusia dan kedudukannya, ajaran-ajaran dasar tentang
kekuasaan politik, lahirnya sistem politik Islami dan cita-cita serta ideologinya
dibahas dalam buku ini. Manusia menjadi salah satu subbab di buku ini, tetapi
pembahasannya hanya seputar amanat manusia sebagai khalifah di muka bumi.
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Bahtiar Effendy dalam bukunya Islam dan Negara, secara keseluruhan
memaparkan sistem politik Islam dan mengaitkan dengan penerapannya di Indonesia.
Beliau memberikan beberapa ulasan tentang hubungan ini dengan pembahasan
mengenai sistem pemerintahan Indonesia pada masa pra-kemerdekaan dan pasca
revolusi, munculnya gagasan pembaruan teologis/ keagamaan yang disertai dengan
penjelasan mengenai reformasi politik/ birokrasi dan diisi dengan pemikiran dan
komentar beberapa tokoh mengenai hubungan politik Islam dan negara. Kemudian,
beliau mengemukakan pandangannya mengenai strategi penerapan cita-cita politik
Islam di Indonesia, dengan terlebih dahulu meninjau kembali konsep pendekatan
politik Islam. Karena fokus pembahasan buku ini lebih kepada dinamika penerapan
politik Islam di Indonesia, penjelasan mengenai warga negara beserta haknya tidak
mendapat tempat di buku ini.
Sohrah menulis buku dengan judul Hubungan Negara dan Syariah: Antara
Harapan dan Cita-cita. Buku ini memiliki beberapa bahasan diantaranya adalah
tinjauan terhadap negara dan syariah, syariah dan prinsip-prinsip penyelenggaraan
pemerintahan negara. Fokus bahasan buku ini terletak pada konsep negara dan bentuk
pemerintahan menurut syariat Islam. Ruang lingkup buku ini mencakup asal usul dan
tujuan negara, bentuk-bentuk dan sistem pemerintahan beserta sumber dan
perkembangan syariah, hingga membahas mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan
dan kekuasaan menurut syariah. Bagian akhir buku ini berisi analisa kritis terhadap
hubungan negara dan syariah. Persoalan kewargaan beserta haknya dalam negara
Islam tidak mendapat tempat bahasan dalam buku ini.
Ija Suntana dengan buku karangannya yang berjudul Kapita Selekta Politik
Islam memaparkan tentang beragam teori politik Islam. Teori tersebut diantaranya
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berasal dari pemikiran sosiologi politik Ibnu Qutaibah, Ibnu Sinā, Naṣir al-Dīn al-
Ṭusī dan Ibnu Khaldun serta beberapa uraian mengenai perkembangan konsep politik
Islam kaum Syiah di Iran. Di bab akhir buku ini membahas tentang politik praktis
Indonesia dan kekuatan politik Islam yang dijelaskan dari sisi kekuatan pemerintahan
demokratis, otonomi dan federalisme sampai kepada hubungan Islam dengan negara
pasca pemerintahan orde baru. Secara keseluruhan buku ini mengkaji konsep politik
Islam dan menganalisa penerapannya dalam pemerintahan Indonesia.
Moch. Qasim Mathar menulis buku yang berjudul Politik Islam dalam
Sorotan: Ketegangan antara Pemikiran dan Aksi. Secara garis besar buku ini
membahas tentang politik Islam yang dimulai dengan mengkaji konsepnya, perilaku
politik al-Khulafa al-Rasyidin, pengaruh timbal balik hukum dan politik dalam
perspektif Islam, sosialisasi politik dalam perspektif masyarakat orde reformasi,
tinjauan tentang hak politik warga negara, peran perempuan dalam integrasi bangsa
hingga pembahsan mengenai berjihad. Pada bagian bahasan mengenai hak politik
warga negara dipaparkan tentang mayoritas dalam pemikiran politik di Indonesia dari
perkembangan teori politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai dan hubungan
internasional. Bahasan buku ini lebih fokus kepada dinamika perpolitikan Islam di
Indonesia.
Berdasarkan beberapa buku yang dicantumkan di atas baik secara kelompok
maupun individu tidak satupun yang membahas tentang hak memilih dan dipilih
warga negara non Muslim dalam negara Islam, meskipun sesungguhnya ada yang
membahas tentang warga negara, sistem dan dinamika politik Islam. Karena itu,
dipilihlah permasalahan tentang hak memilih dan dipilih warga negara non Muslim
dalam negara Islam untuk diteliti.
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E. Metodologi Penelitian
Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari
berbagai metode, prosedur atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep-konsep yang
digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu metode penelitian.31 Metode
penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu.32 Penelitian merupakan pencerminan secara konkrit
kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan.33
Bertolak dari pemahaman di atas, maka karya tulis ini disusun berdasarkan
metodologi penelitian hukum dengan menggunakan acuan yang telah digunakan oleh
para peneliti sebelumnya.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (Library Research). Data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan
menganalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap literatur
yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian
mengulas dan menyimpulkannya.
31Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Cet. II; Bandung: CV. Mandar
Maju, 2016), h. 3.
32Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XXIII; Bandung:
Alfabeta, 2016), h. 2.
33Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, h. 10.
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2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif (syarʻi) yang
menjelaskan konsep hukum dengan cara mengumpulkan data primer maupun
sekunder atas obyek-obyek yang hendak diteliti dan diuji.
3. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer yakni al-Qur’an dan
sunnah Nabi Muhammad saw. Sedangkan data sekunder menggunakan kitab-kitab
tata negara, seperti Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah karya Imam al-Mawardi, al-Khilāfah
Wal Mulk karangan Abūl A’la al-Maudūdī yang keduanya telah diterjemahkan ke
dalam Bahasa Indonesia. Kemudian diperkaya dengan tulisan mengenai tata negara
Islam seperti tulisan Munawir Sjadzali, Farīd Abdūl Khālīq, Muhammad Tahir
Azhary, J. Suyuthi Pulungan dan lainnya.
Data yang lain bersumber dari media massa tentang perkembangan peristiwa
menyangkut hak warga negara. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan
dua metode kutipan sebagai berikut:
a. Kutipan langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan dari orang lain secara
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah redaksinya. Mengutip
secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat dari sumber aslinya.
a. Kutipan tidak langsung
Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata-kata tetapi
menurut pokok pikiran atau semangatnya, dinyatakan dalam kata-kata dan bahasa
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sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendek juga akan dibedakan
untuk kepentingan kejelasan.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data
yang diorganisasikan kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan,
rancangan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara
lain:
a. Identifikasi data merupakan proses yang dilakukan secara kritis dan analitis untuk
melakukan pengorganiasasian bahan hukum melalui prosedur atau tata cara
seleksi.34 Bahan hukum ialah kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan
penelitian.35 Data yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan tata negara
Islam dan hak warga negara.
b. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan
pembahasan agar penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh
pembaca serta tidak bertele-tele dalam pembahasan suatu masalah.
c. Koreksi data (data editing) yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui keterkaitan dan keabsahan data yang akan
dideskripsikan dalam menentukan pokok jawaban permasalahan. Hal ini dilakukan
dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan
literatur dan sumber bacaan.
34Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2015),
h. 83.
35Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, h. 102.
20
Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data
kualitatif. Analisis kualitatif dilaksanakan dengan jalan mengumpulkan data dan
mengorganisasikannya serta menyeleksi data tersebut sesuai keterkaitan dengan
masalah yang diteliti. Kemudian menganalisanya berdasarkan pendekatan dan
mengembangkannya dengan menuliskan kembali apa-apa yang dianggap penting
untuk dibahas.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu
tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui hak memilih dan dipilih warga negara non
Muslim (żimmī) di negara Islam.
b. Tujuan khusus antara lain sebagai berikut:
1) Untuk mengetahui pihak yang termasuk dalam kategori żimmī.
2) Untuk mengetahui perlindungan hak-hak żimmī dalam hal politik keterpilihan
dalam negara Islam.
2. Kegunaan
a. Secara teoritis
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Kegunaan penelitian ini yaitu memberikan sumbangsi pemikiran, baik
berkenaan dengan pengembangan ilmu hukum secara umum, maupun ilmu keislaman
secara khusus dalam melaksanakan pembaharuan dan supremasi hukum di Indonesia.
b. Secara praktis
Adapun kegunaan praktisnya apabila penelitian ini dapat memberi sumbangan
langsung dalam pembentukan dan pembangunan hukum di Indonesia pada masa-
masa yang akan datang.
Dengan tercapainya tujuan dan maksud penelitian tersebut, setidaknya
memberi semangat kepada peneliti khususnya dan umat Islam umumnya akan
terlaksananya syariat Islam di muka bumi. Juga bukanlah sekedar ide, tetapi
mendapat sambutan baik dari para tokoh keilmuan dan pejabat negara ini untuk
berupaya keras dan obyektif dalam membentuk suasana hukum yang seadil-adilnya.
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BAB II
NEGARA DAN BATAS TERITORIALNYA DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian Negara Islam
Negara Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai
negara yang setiap perilaku politiknya didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama
Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan hadiṡ Nabi Muhammad saw.1
Ada tiga ciri tentang apa yang disebut negara, yaitu: rakyat, wilayah yang
didiami rakyat itu dan pemerintah yang menguasai wilayah dan rakyat tersebut.
Ketiga ciri itu merupakan kesatuan. Lenyap dari satu ciri, wujud negara itupun sirna.
Penamaan negara juga ditujukan kepada pemerintah, orang atau orang-orang yang
memegang kekuasaan tertinggi atas rakyat. Rakyat yaitu kelompok manusia yang
diam di wilayah tertentu. Wilayah yang didiami kelompok manusia, diperintah oleh
suatu kekuasaan. Apabila rakyat itu berbentuk masyarakat Islam atau pemerintah itu
memerintah atas dasar politik Islam, maka negara itu adalah negara Islam. Tetapi
apabila rakyatnya berbentuk masyarakat orang-orang Islam, adalah negara itu belum
negara Islam, tapi baru negara orang-orang Islam atau masyarakat Muslim.
Masyarakat orang-orang Islam dapat dikuasai oleh pemerintah bukan Islam, seperti
realitas yang banyak ditemukan dalam sejarah. Selanjutnya masyarakat orang-orang
Islam itu dikuasai oleh pemerintah yang terdiri dari orang-orang Islam, seperti realitas
1“Negara Islam”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. http://kbbi.web.id/negara (15
Maret 2017).
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yang banyak juga kita temukan dewasa ini. Dalam kedua perkara itu negara Islam
belum wujud.2
Dalam pandangan Islam, negara adalah suatu kehidupan berkelompok
manusia yang mendirikannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat (kontrak
sosial), tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang
mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya.3 Fungsi tersebut dijelaskan oleh Allah
melalui firman-Nya dalam QS al-Baqarah/2: 30:
            ...
Terjemahan:
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak
menjadikan khalifah di bumi...”4
Kata khalīfah ( ) pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang
datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami
kata khalifah di sini dalam arti menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-
Nya, tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan
sebagai Tuhan, namun karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya
penghormatan. Ada lagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk
lain dalam menghuni bumi ini. Betapapun, ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan
terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah swt., makhluk yang diserahi tugas
2Sidi Gazalba, Masyarakat Islam (Cet. II; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989), h. 202.
3Sohrah, Hubungan Negara dan Syariah: Antara Harapan dan Cita-cita (Cet. I; Makassar:
Alauddin University Press, 2011), h. 15
4Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha Putra,
2002), h. 6.
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yakni Adam as. dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang
terhampar ini.5
Negara ini berdiri atas dasar ideologi semata-mata dan tidak atas dasar ikatan-
ikatan warna kulit, ras, bahasa atau batas-batas geografis. Setiap manusia, di mana
pun mereka berada di muka bumi ini, dapat menerima prinsip-prinsipnya apabila ia
ingin dan menggabungkan diri ke dalam sistemnya, dan memperoleh hak-haknya
sama persis tanpa perbedaan, kefanatikan atau kekhususan. Dan setiap negara, di
seluruh dunia, yang ditegakkan atas dasar prinsip-prinsip ini adalah negara Islam,
baik ia berdiri di Afrika, di Amerika, di Eropa atau di Asia; dijalankan dan
dilaksanakan urusan-urusannya oleh orang-orang yang berkulit merah, hitam ataupun
kuning. Tidak ada suatu hambatan apa pun yang menghalanginya untuk menjadi
sebuah negara dengan kekhususan ideologis ini, sebagai sebuah negara sesuai dengan
hukum-hukum internasional.6
Negara Islam (Daulah Islam) merupakan kekuatan politik praktis yang
berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, serta
mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah
dan jihad. Daulah Islam inilah satu-satunya ṭariqah (metode praktis) yang dijadikan
Islam untuk menerapkan Islam dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam
kehidupan masyarakat. Daulah Islam hanya berdiri di atas landasan akidah Islam, dan
akidah Islam inilah yang menjadi asasnya. Secara syar’i akidah Islam, dalam keadaan
5M. Quraish Shihab, Tafsīr Al-Miṣbāḥ, vol. 1 (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 172-
173.
6Abūl A’la Al-Maudūdī, Al-Khilāfah Wal Mulk, terj. Muhammad al-Baqir, Khilafah dan
Kerajaan, h. 82.
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apapun, tidak boleh terlepas dari negara. Sehingga sejak pertama kali, ketika
Rasulullah saw. membangun sebuah pemerintahan di Madinah serta memimpin
pemerintahan di sana, beliau segera membangun kekuasaan dan pemerintahannya
berlandaskan akidah Islam.7
Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya
menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu
agama yang sempurna dan yang lengkap dengan peraturan bagi segala aspek
kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Di dalamnya terdapat pula antara
lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya, dalam bernegara umat Islam
hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu meniru
sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus
diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan
oleh empat al-Khulafa al-Rasyidin.8
B. Negara Islam pada Masa Rasulullah SAW dan al-Khulafa al-Rasyidin
1. Negara Islam pada Masa Rasulullah SAW
Merupakan suatu fakta bahwa sistem yang dibangun oleh Rasulullah di
Madinah itu memenuhi syarat-syarat nominal untuk disebut sebagai “negara”
7Ismah Tita Ruslin, Problematika Dunia Islam dalam Tinjauan Politik (Cet. I; Makassar:
Alauddin University Press, 2014), h. 15-16.
8Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h. 1.
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menurut ilmu politik modern, yaitu adanya penduduk, wilayah, pemerintah dan
kedaulatan.9
Keadaan di Madinah sama sekali berbeda dengan keadaan di Makkah. Di
daerah-daerah sekitar Makkah, selain padang rumput untuk makanan unta, pertanian
tak dimungkinkan, dan karena itu kehidupan kota tergantung pada perdagangan. Di
pihak lain, Madinah, kira-kira 250 mil di sebelah utara, merupakan oase seluas dua
puluh mil persegi atau lebih, dan memperoleh penghidupan terutama dari tanaman
kurma dan gandum. Di sana terdapat kegiatan perdagangan, sebab ada pasar di daerah
yang didiami orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Mereka tidak cuma para pedagang
melainkan ada juga pandai emas serta tukang membuat senjata dan baju besi. Juga
mereka mengadakan kafilah dagang ke Syria, cuma tidak sebesar atau mempunyai
kepentingan yang sama sebagaimana kafilah dagang dari Makkah.
Tak ada kota yang padat di oase, selain sejumlah tempat permukiman yang
terpencar di antara pohon-pohon kurma dan padang pasir. Setiap puak mempunyai
sejumlah benteng kecil atau kubu pertahanan tempat mereka mundur bila ada
serangan. Begitulah pemandangan umum di Madinah.10 Pada saat itu, penduduk
Madinah terdiri atas:
a. Muslim pendatang dari Makkah (kaum Muhajirin).
9Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Cet. I; Jakarta: Gema Insani
Press, 1996), h. 96.
10W. Montgomery Watt, Muhammad: Prophet and Statesman, terj. Djohan Effendi,
Muhammad: Nabi dan Negarawan (Cet. II; Jakarta: CV. Kuning Mas, 1984), h. 88-89.
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b. Muslim Madinah (kaum Anṣar) yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, yang telah
memeluk Islam tetapi dalam tahap awal, bahkan di antaranya ada yang diam-diam
memusuhi Rasulullah.
c. Anggota suku Aus dan Khazraj yang masih menyembah berhala, tetapi kemudian
masuk Islam.
d. Orang-orang Yahudi yang terbagi dalam tiga suku utama: Bani Qainuqa, Bani
Naḍir, Bani Quraizhi, serta subsuku-subsuku lainnya.11
Tuntutan alamiah yang dihadapi Nabi adalah segera membentuk sebuah
ummah jadidah, sebuah masyarakat baru yang beriman kepada Islam dan menerapkan
ajarannya. Terutama yang berkaitan dengan aturan kemasyarakatan seperti bagaimana
cara mengatur masyarakat, cara membiayai serta membentuk jalinan yang bisa
mengikat persatuan antara anggotanya. Di samping itu pula, memang diperlukan
untuk melindungi umat dari ancaman orang-orang Quraisy Makkah.12
Dalam perjalanan menuju Madinah, kaum Muhajirin bermalam di Quba
beberapa hari dan mendirikan sebuah masjid yang merupakan masjid pertama yang
didirikan oleh Rasulullah. Sesampainya di Madinah, beliau mulai menata masyarakat
dengan memperkokoh persaudaraan antara kaum Anṣar dan kaum Muhajirin. Hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat yang dibangunnya adalah masyarakat agamis.
Dalam periode inilah terbentuk umat dalam pengertian definitif, yaitu kaum
Muslimin yang disatukan lewat ikatan agama, melebihi ikatan-ikatan lainnya.13
11Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, h. 97-98.
12Gamal Al-Banna, Relasi Agama dan Negara, h. 14.
13Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, h. 96.
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Belum genap dua tahun setelah hijrah, yaitu pada tahun 622 M, dua tahun
sebelum perang Badar, Rasulullah mengeluarkan Piagam Madinah yang ditujukan
kepada kaum Muhajirin, Anṣar dan kaum Yahudi. Piagam ini sering pula disebut
dengan Dustur Madinah, Undang-undang Dasar Madinah atau Konstitusi Madinah.14
Ketika piagam Madinah atau konstitusi negara baru menetapkan bahwa orang-
orang non Muslim adalah umat yang sama dengan kaum Muslimin, maka dengan
demikian piagam itu telah menjadikan mereka sebagai warga negara dan mempunyai
hak seperti yang dimiliki oleh kaum Muslimin. Mereka juga mempunyai kewajiban
sebagaimana kewajiban yang dimiliki oleh kaum Muslimin. Mereka sama dalam
negara itu. Mereka bebas menjalankan agama mereka dan kaum Muslimin juga bebas
menjalankan agamanya.
Fenomena seperti ini baru pertama kali dikenal oleh komunitas Arab
sepanjang sejarahnya. Sebelum Islam datang, tidak berkumpul suatu kaum kecuali
atas dasar hubungan kerabat dan keturunan. Teks yang menyebutkan “orang-orang
non Muslim adalah umat yang sama dengan kaum mukminin” membukakan konsepsi
tentang umat (rakyat) dalam sistem politik Islam.15
Al-Qur’an menyebutkan kata ummah yang terdapat pada 49 tempat. Kata-kata
ummah tersebut dimaksudkan dalam pengertian sebagai kumpulan orang banyak, atau
14Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, h. 98.
15Farīd Abdūl Khālīq, Fī Al-Fiqh As-Siyāsiy Al-Islāmiy Mabādi’ Dustūriyyah Asy-Syūrā Al-
ʻAdl Al-Musāwāh, terj. Faturrahman A. Hamid, Fikih Politik Islam (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005), h.
162.
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memiliki makna segolongan orang-orang mukmin.16 Terdapat beberapa ayat yang
disertakan sebagai contoh, yakni sebagai berikut.
               
Terjemahan:
“Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu dan Aku
adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.” QS al-Mu’minūn/23: 5217
        ...  
Terjemahan:
“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat
pertengahan...” QS al-Baqarah/2: 14318
Istilah yang lazim digunakan dalam bahasa Arab untuk suku atau rakyat
adalah qaum. Istilah ini secara tepat menunjukkan satu kelompok kekerabatan yang
membentuk satu unit politik dan sosial yang praktis, tetapi jumlah orang yang terlibat
di dalamnya sangat bervariasi. Hal yang tampak kurang praktis jika kelompok atau
kumpulan dari berbagai kelompok tersebut bergerak sebagai satu unit operasi.19
16Gamal Al-Banna, Relasi Agama dan Negara, h. 8.
17Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 480.
18Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 27.
19Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah (Cet. I;
Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 154.
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Istilah baru yang dibawa oleh Konstitusi ini, ialah perkataan ummat (ummah),
yang terletak pada bagian depan sekali.20 Pasal 2 berbunyi:
“Kaum Muslimin adalah ummat yang bersatu utuh, mereka hidup
berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.”21
Perkataan ummat dalam pasal ini mempunyai pengertian yang sangat dalam,
yang merubah paham dan pengertian kewarganegaraan yang hidup di kalangan
bangsa Arab. Dengan timbulnya ummat, dibongkarlah paham bersuku-suku dan
berkabilah-kabilah yang sangat memecahbelahkan masyarakat Arab. Kehidupan
politik yang sangat sempit, karena kabilah dan suku, yang dibatasi oleh tembok
kelahiran (seperti Makkah dan Madinah), sekarang runtuhlah semuanya, berganti
dengan suatu masyarakat yang luas bebas dengan dasar persamaan yang merata.
Masing-masing kepala suku yang tadinya mempunyai kekuasaan politik, dan
hanyalah berhubungan dengan kepala suku-suku lainnya di dalam bentuk
konfederasi, sekarang harus turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada
seorang pemimpin ummat yang menjadi kepala negara, ialah Nabi Muhammad.22
Piagam Madinah baik spesifikasi maupun substansi kandungannya adalah kembali
kepada ummah yang diulang lebih dari satu kali. Sama sekali tidak menyebutkan kata
daulah.23 Ia bukanlah bangsa menurut pengertian yang sudah dikenal, karena ummat
yang menjadi warga dari negara Islam adalah terdiri dari berbagai bangsa-bangsa.
Bangsa-bangsa yang banyak itu menjunjung negara yang satu dengan satu Konstitusi.
20Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad SAW (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.
98.
21Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h. 10.
22Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad SAW, h. 98.
23Gamal Al-Banna, Relasi Agama dan Negara, h. 16.
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Pada masa itu, pemakaian istilah ummah dirasakan lebih tepat dibandingkan
istilah qaum untuk satu kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kompleksitas.
Di mata mereka, ummah merupakan suatu federasi dari berbagai kelompok
kekerabatan, dan ini tidak dibatasi oleh batas-batas keagamaan.24 Bangsa yang dalam
arti biasa, diikat dan digabung satu oleh negara, sehingga batas karena perbedaan
turunan, bahasa dan daerah dihapuskan. Semua menjadi ummah, karena satu negara
yang dijunjung, satu hukum dan satu penguasa. Diatas prinsip baru ummah inilah,
Nabi Muhammad melancarkan perubahannya yang revolusioner, merombak sama
sekali akan prinsip suku-suku bangsa secara lama, dan membangunkan paham baru.
Dengan mengambil asalnya dari kata umm (ibu), perkataan ummat yang diartikan
bangsa-bangsa dapat diartikan ialah ibu sumber kedaulatan dalam negara.25
Golongan Yahudi secara eksplisit disebutkan dalam Piagam Madinah pada
pasal 16 dan 46.26 Pasal 16 berbunyi:
“Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak
persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan kejahatan
yang merugikan.”27
Kemudian, pasal 46 berbunyi:
“Kaum Yahudi Aus, sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masing-masing
memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang menyetujui
perjanjian ini...”28
24Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah, h. 155.
25Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad SAW, h. 100-101.
26Mujar Ibnu Syarif, Hak-hak Politik Minoritas NonMuslim dalam Komunitas Islam (Cet. I;
Bandung: Penerbit Angkasa, 2003), h. 34.
27Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h. 12.
28Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h. 15.
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Sedangkan kaum Musyrik disebut pada pasal 20.29 Bunyi pasal ini ialah:
“...Seorang Musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang
Quraisy dan tidak diperbolehkan mencegahnya untuk berbuat sesuatu yang
merugikan seorang Muslim.”30
Penyebutan nama Yahudi dan Musyrik dalam Piagam Madinah menunjukkan
bahwa Muhammad saw. bersama Mukminin-Muslimin sama sekali tidak berpikir
hendak mengatur siasat untuk memusuhi atau menyingkirkan mereka, dan juga tidak
berkehendak membangun masyarakat politik yang eksklusif bagi orang-orang Islam,
tapi kaum non Muslim pun berhak hidup dalam masyarakat politik yang dibangunnya
itu. Selanjutnya, dalam membina komunitas politik, Muhammad saw.
mengikutsertakan semua penganut agama. Dakwah dilaksanakan dengan sungguh-
sungguh, tetapi ia tidak memaksa orang beralih agama. Kebebasan menganut agama
ia berikan kepada semua pihak. Muslim, Yahudi dan Kristen boleh menjalankan
agamanya masing-masing.
Ketentuan dalam Piagam Madinah yang bersifat toleran bagi penganut agama
lain, diikuti dengan pelaksanaan yang toleran pula. Sebagai contoh, dalam suratnya
kepada raja-raja Himyar, Muhammad menentukan bahwa mereka yang masih Yahudi
dan Nasrani mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana kaumnya. Mereka tidak
boleh diganggu. Mereka hanya diharuskan membayar jizyah sebagai kewajiban warga
masyarakat dan imbalan jaminan keamanan bagi mereka. Dalam berhubungan dengan
komunitas-komunitas non Muslim Muhammad saw. selalu menempuh jalan damai,
sepanjang komunitas non Muslim itu tidak memusuhi Islam dan kaum Muslimin.31
29Mujar Ibnu Syarif, Hak-hak Politik Minoritas NonMuslim dalam Komunitas Islam, h. 34.
30Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h. 12.
31Mujar Ibnu Syarif, Hak-hak Politik Minoritas NonMuslim dalam Komunitas Islam, h. 34-35.
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Terwujudnya Piagam Madinah merupakan bukti sifat kenegarawan Nabi
Muhammad saw. Beliau tidak hanya mementingkan umat Islam, tetapi juga
mengakomodasi kepentingan orang Yahudi dan mempersatukan kedua umat
serumpun ini di bawah kepemimpinannya. Bagi umat Islam Nabi Muhammad saw.
berhasil menciptakan persatuan dan kesatuan, serta persaudaraan antara kaum
Muhajirin dan Anṣar. Di kalangan kaum Anṣar, Nabi diakui telah merekatkan
kembali hubungan antarsuku yang sebelumnya selalu bermusuhan.
Terhadap orang-orang Yahudi, Nabi membangun persahabatan dan
menghormati keberadaan mereka. Karena, bagaimanapun, orang-orang Yahudi juga
adalah penduduk Madinah yang telah tinggal di sana sejak abad pertama dan kedua
Masehi, jauh sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Apalagi, masyarakat Yahudi Madinah
sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. mempunyai kelebihan ekonomi,
kekuasaan politik dan kecerdasan intelektual. Kaum Yahudi diberi kebebasan untuk
menjalankan agama mereka, tapi tetap mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad
saw. Hal ini tercermin dari kesediaan mereka untuk meminta putusan atas suatu
perkara kepada Nabi saw. Dalam sebuah kasus, para pemuka Yahudi berselisih
pendapat tentang hukuman terhadap dua orang pelaku perzinaan. Mereka kemudian
sepakat untuk mengajukan perkara tersebut kepada Nabi saw. dan meminta beliau
memutuskannya. Sebelum memutuskan hukuman terhadap kedua pelaku, Nabi saw.
bertanya kepada pemuka Yahudi  tentang sanksi hukum yang ditentukan dalam kitab
suci mereka, Taurat. Mereka menjawab bahwa menurut Taurat, hukuman bagi kedua
pelaku yang telah menikah adalah rajam. Akhirnya Nabi saw. memutuskan
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menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan yang terkandung dalam kitab
suci mereka.32
2. Negara Islam pada Masa al-Khulafa al-Rasyidin
Dengan wafatnya Nabi, berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah
Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual
dan temporal (duniawi), yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu Ilahi.33
Rasulullah wafat pada hari Senin tanggal 8 Juni 623 M/ 12 Rabiul Awal 11 H dalam
usia 63 tahun setelah menderita sakit demam selama empat hari.34 Semasa hidupnya,
Nabi Muhammad saw. memang tidak pernah menunjuk siapa yang akan
menggantikan kepemimpinannya kelak. Beliau juga tidak memberi petunjuk tentang
cara pengangkatan penggantinya (khalifah). Ketiadaan petunjuk ini menimbulkan
permasalahan di kalangan umat Islam setelah Muhammad saw. wafat, sehingga
hampir membawa perpecahan antara kaum Muhajirin dan Anṣar.35 Itulah kiranya
salah satu sebab utama mengapa pada empat al-Khulafa al-Rasyidin itu ditentukan
melalui musyawarah, tetapi pola musyawarah yang ditempuhnya beragam.36
Sehari setelah Rasul wafat, kaum Anṣar memprakarsai musyawarah besar di
Ṡaqifah Bani Sa’idah. Mereka sibuk membicarakan siapa yang akan diangkat menjadi
khalifah pengganti kekuasaan politik Nabi. Dalam pertemuan itu, suku Khazraj
32Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Cet. I; Jakarta:
PrenadaMedia Group, 2014), h. 38.
33Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah, h. 171.
34Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, h. 100.
35Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 50.
36Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah, h. 171.
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menunjuk Sa’ad bin Ubadah sebagai khalifah, namun suku Aus belum bersedia
menerima pencalonan Sa’ad tersebut, karena mereka juga mempertimbangkan
kemungkinan golongan Muhajirin menentukan calonnya sendiri. Menanggapi
keberatan suku Aus, sebagian suku Khazraj bersikukuh pada pendirian mereka,
meskipun kaum Muhajirin juga akan mempertahankan pemimpin dari kalangan
mereka.
Sementara itu, Abu Bakar, Ali serta keluarga Rasul sibuk mengurus persiapan
pemakaman jenazah Rasulullah saw. Ketika itulah Umar bin Khaṭab mulai berpikir
tentang umat Islam setelah Nabi Muhammad saw. wafat. Umar langsung meminta
Abu Ubaidah mengulurkan tangannya untuk dibai’at. Umar melihat Abu Ubaidah
adalah figur yang cocok menjadi khalifah, karena dia kepercayaan umat. Namun Abu
Ubaidah keberatan dengan alasan bahwa Abu Bakarlah figur yang lebih tepat untuk
menggantikan Nabi.37
Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah berangkat menuju balai pertemuan kaum
Anṣar tadi. Ketika mereka tiba, kaum Anṣar masih terlibat diskusi yang alot. Mereka
kemudian mencapai kata sepakat tentang persoalan Sa’ad bin Ubadah. Melihat
kedatangan ketiga orang ini, semua hadirin berhenti berbicara. Sebenarnya Umar
ingin berbicara lebih dahulu kepada kaum Anṣar, namun Abu Bakar mencegahnya. Ia
khawatir, kalau-kalau sikap Umar yang keras menimbulkan gejolak di kalangan
Anṣar dan perpecahan di tubuh umat Islam. Apalagi situasinya saat itu sangat panas
dan alot. Akhirnya Abu Bakar angkat bicara lebih dahulu. Pembicaraan Abu Bakar
37Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 50-51.
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ternyata juga menimbulkan reaksi di kalangan Anṣar. Mereka menolak
kepemimpinan (khalifah) berada di tangan Muhajirin.
Pihak Anṣar menganggap mereka lebih berhak, karena mereka telah
menampung Nabi dan kaum Muhajirin di saat orang-orang kafir Makkah memusuhi
dakwah Nabi saw. dan umat Islam. Sementara kelompok Muhajirin juga merasa lebih
berhak karena merekalah yang berjuang bersama Nabi saw. dan mengalami pahit
getir menegakkan agama Islam sejak di Makkah.
Akhirnya, dalam suasana tegang dan tarik ulur ini, Abu Bakar terpilih menjadi
khalifah. Umarlah orang pertama yang melakukan bai’at terhadap Abu Bakar, diikuti
oleh Abu Ubaidah dan kaum Muslimin lainnya. Sementara Sa’ad bin Ubadah sampai
akhir kepemimpinan Abu Bakar tidak pernah memberikan bai’at kepada Abu
Bakar.38 Sedangkan Ali, menurut pendapat banyak sejarawan, baru berbai’at setelah
istrinya, Fatimah (putri Rasulullah) wafat enam bulan kemudian. Di dalam sejarah,
peristiwa ini dikenal dengan nama Bai’at Ṡaqifah.39
Bai’at adalah perjanjian yang mengandung kesanggupan untuk mengerjakan
atau meninggalkan sesuatu yang telah dibai’atkan dan jika menyalahi apa yang telah
dibai’atkan akan dijatuhi hukuman berat baik di dunia maupun di akhirat. Kata bai’at
berasal dari kata bai’i, artinya jual beli yang disetujui oleh kedua belah pihak (si
penjual dan si pembeli), di mana sebuah benda diberikan untuk pengganti sebuah
benda yang lain. Jadi kata bai’at itu adalah mengandung tujuan, bahwa orang yang
berbai’at itu menjadikan dirinya serta segala yang menjadi kepentingannya untuk
38Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 51-52.
39Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, h. 101.
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seorang pemimpin/ pemuka agama dengan tujuan akan memperoleh kemuliaan yang
sejati. Kemuliaan yang diriḍai oleh Allah sebagai ganti pengorbanannya selama
membela agama yang telah diyakini kebenarannya.40
Khalifah, bentuk jamaknya khulafa’ atau khala’if, berasal dari kata khulafa
( ) yang berarti pengganti atau orang yang menggantikan kedudukan orang
sebelumnya; orang yang menggantikan kedudukan orang lain; dan seseorang yang
mengambil alih tempat orang lain sesudahnya dalam berbagai persoalan. Kata ini
telah mengalami perkembangan makna. Dalam kamus dan ensiklopedi berbahasa
Inggris disebutkan, kata khalifah berarti wakil (deputy), pengganti (successor),
penguasa (vicegerent), gelar bagi pemimpin tertinggi komunitas Muslim (title of
supreme head of the Muslim community), pengganti Nabi (khalifah Rasul Allah).
Khalifah juga bisa berarti penguasa besar atau paling tinggi (al-sulṭan al-a’ẓam).
Dalam ensiklopedi Indonesia, khalifah adalah istilah ketatanegaraan Islam dan berarti
kepala negara atau pemimpin tertinggi umat Islam.
Jadi, khalifah mengandung pengertian pengganti Nabi Muhammad saw. dalam
fungsinya sebagai kepala negara, yaitu pengganti Nabi saw. dalam jabatan kepala
pemerintahan dalam Islam, baik untuk urusan agama maupun urusan dunia. Dalam
konteks kekhalifahan ini, dapat dikemukakan bahwa khalifah yang berarti pengganti
telah berkembang menjadi gelar bagi pemimpin tertinggi umat Islam yang diberi label
agama yang secara spesifik berarti pengganti Nabi dalam urusan agama dan urusan
politik. Dengan demikian, kata khalifah itu tidak bisa berarti wakil melainkan
40K. H. Moenawar Chalil, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW (Cet. VI; Jakarta:
Bulan Bintang, 1993), h. 495.
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pengganti, pemimpin atau penguasa. Dalam terminologi ketatanegaraan modern
disebut kepala negara atau Presiden.41
Sebagaimana Nabi, para sahabat sepeninggal beliau, utamanya al-Khulafa al-
Rasyidin juga menjalankan politik yang begitu menjunjung tinggi hak-hak asasi kaum
non Muslim yang berada di bawah kekuasaannya, mencegah segala bentuk keẓaliman
terhadap mereka dan memperhatikan setiap keluhan yang datang dari mereka.
Umar bin Khaṭab, khalifah kedua misalnya, seringkali menanyai orang-orang
yang datang dari daerah yang jauh dari ibukota Madinah tentang keadaan ahl al-
żimmah karena khawatir ada di antara kaum Muslimin yang melakukan tindakan
keẓaliman terhadap mereka. Kepada Abu Ubaid, Umar pernah berpesan, “Cegahlah
kaum Muslimin dari berbuat ẓalim kepada kaum non Muslim, mengganggu atau
memakan harta mereka kecuali dengan cara-cara yang benar.”
Fakta lain menyebutkan, suatu ketika Umar bin Khaṭab berjumpa dengan
seorang Yahudi berusia lanjut yang sedang mengemis. Ketika ditanya mengapa ia
mengemis, orang tua Yahudi tersebut menjawab bahwa usia tua dan kebutuhannyalah
yang telah mendesaknya melakukan hal tersebut. Umar segera membawa pengemis
Yahudi tersebut kepada bendahara bait al-mal dan menginstruksikan agar ditetapkan
bagi orang tua itu dan orang-orang yang lain yang sepertinya, sejumlah uang dari bait
al-mal yang cukup baginya dan dapat memperbaiki keadaannya. Umar berkata, “Kita
telah bertindak tidak adil terhadapnya, menerima pembayaran jizyah darinya di kala
ia masih muda, kemudian menelantarkannya pada saat ia lanjut usia.”42
41H. Usman Jafar, Fiqh Siyasah (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 77.
42Mujar Ibnu Syarif, Hak-hak Politik Minoritas NonMuslim dalam Komunitas Islam, h. 40-41.
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Nabi saw. bersabda, yang terjemahannya:
“Barangsiapa yang menganiaya seorang żimmī, maka Aku adalah musuhnya
dan barangsiapa yang Aku musuhi itu, maka Aku akan menuntut haknya di hari
kiamat.” HR Abu Daud dan Baihaqi.43
Seorang ulama yang bernama Ibnu Abdin, seperti dinukilkan oleh A. Rahman
I. Doi,44 menjelaskan bahwa sejak orang-orang Islam diberi tanggung jawab untuk
melindungi darah dan harta kekayaan non Muslim dan sejak perlindungan terhadap
kaum lemah dari tangan yang kuat sebagai kejahatan besar, penganiayaan terhadap
non Muslim di negara Islam dianggap tindak kejahatan yang besar, daripada
penganiayaan oleh non Muslim terhadap orang Islam.
Hal ini sejalan dengan yang dipraktikkan oleh khalifah Umar bin Khaṭab
selama masa kepemimpinannya.
Riwayat lain menyatakan,45 suatu ketika seorang putra Amr bin Ash, gubernur
Mesir, mencambuk seorang Qibti (Kristen Katolik) seraya berkata, “Aku adalah putra
orang-orang termulia.” Segera orang Qibti tersebut mengadukan peristiwa yang
dialaminya kepada Khalifah Umar bin Khaṭab. Umar segera memanggil Amr bin Ash
dan putranya yang arogan itu. Setelah keduanya menghadap, Umar menyerahkan
sebuah cambuk kepada orang Qibti tadi seraya berkata, “Cambuklah putra orang-
orang termulia itu!.” Setelah orang tersebut mencambuknya Umar menoleh
kepadanya seraya berkata, “Pukullah pula Amr sebab lantaran kekuasaannya ia telah
memukul Anda.” Putra Qibti itu menjawab, “Saya hanya akan memukul orang yang
43A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah: Syariah (Cet. I; Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2002), h. 541.
44A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah: Syariah, h. 541.
45Mujar Ibnu Syarif, Hak-hak Politik Minoritas NonMuslim dalam Komunitas Islam, h. 42.
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memukul saya.” Lalu Umar menoleh sambil berkata, “Hai Amr, mengapa engkau
memperlakukan rakyatmu seperti budak, padahal mereka dilahirkan oleh ibunya
sebagai manusia merdeka?”
Ucapan Umar yang terakhir ini dikemukakannya karena Amr bin Ash
menetapkan pajak terlalu ketat kepada orang-orang Qibti di Mesir. Padahal
sebelumnya ia pernah menulis surat kepada Amr bin Ash agar tidak bertindak serupa
itu kepada orang-orang Qibti tersebut.
Lebih dari itu bahkan ketika berada pada detik-detik terakhir kehidupannya
akibat ditikam oleh Abu Lu’lu’ah, seorang penganut agama Yahudi, Umar tidak
menaruh dendam, tapi malah berpesan kepada calon khalifah penggantinya, “Aku
berpesan kepada khalifah sepeninggalku agar memperlakukan ahl żimmah dengan
sebaik-baiknya. Memenuhi janji kepada mereka dan tidak membebaninya dengan
suatu (kewajiban) di luar batas kemampuannya.”
Sebagaimana Umar, Ali bin Abi Ṭalib, khalifah keempat, juga
memperlakukan orang-orang non Muslim yang berada di bawah kekuasaannya
sebagaimana pendahulunya.46 Diriwayatkan dari Syuraih, ia berkata, “Ketika Amirul
Mukminin Ali bin Abi Ṭalib hendak berangkat perang menghadapi pasukan
Muawiyah, ia kehilangan baju besi miliknya. Selesai perang beliau kembali ke Kufah
dan menemukan baju besinya tersebut di tangan seorang Yahudi. Namun si Yahudi
tersebut mengaku bahwa baju besi di tangannya itu miliknya.
Imam Ali mengajak Yahudi itu menghadap qaḍi Syuraih. Ali duduk di
sebelah qaḍi Syuraih, dan si Yahudi yang menjadi tertuduh duduk di hadapan Ali.
46Mujar Ibnu Syarif, Hak-hak Politik Minoritas NonMuslim dalam Komunitas Islam, h. 42.
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Qaḍi Syuraih berkata, “Silakan apa yang akan engkau katakan wahai Amirul
Mukminin Ali bin Abi Ṭalib.” Ali berkata, “Baju besi di tangan orang Yahudi itu
milikku. Aku belum pernah menjual dan memberikannya kepada seseorang.” Lalu
qaḍi Syuraih berkata, “Apa yang kau katakan wahai Yahudi?.”
Yahudi itu menjawab, “Baju besi yang di tanganku ini milikku.” Bertanya
qaḍi Syuraih, “Apakah anda mempunyai bukti, wahai Amirul Mukminin?”. Imam Ali
menjawab, “Ya, Qanbar (pembantunya) dan al-Hasan putraku menjadi saksi bahwa
baju besi itu milikku.” Qaḍi Syuraih berkata, “Kesaksian seorang anak tidak berlaku
bagi bapaknya.” Imam Ali menukas, “Seorang lelaki dari ahli surga tidak berlaku
kesaksiannya?.” Aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda, “Al-Hasan dan Al-
Husain adalah dua orang pemimpin para pemuda penghuni surga.” Karena Imam Ali
tidak dapat mengajukan saksi yang dapat diterima oleh mahkamah, maka diputuskan
oleh qaḍi bahwa baju besi itu milik orang Yahudi.
Keputusan tersebut mengejutkan orang Yahudi itu, dan sekaligus memberikan
kesan yang amat mendalam. Semula ia mengira bahwa qaḍi itu pasti akan berpihak
kepada Imam Ali. Dan Imam Ali (demi memenangkan perkara itu) pasti juga akan
memaksa qaḍi berpihak kepadanya. Ternyata semua itu tidak terjadi. Yang dilihatnya
adalah sebuah mahkamah yang adil. Qaḍi tidak memihak kepada siapa pun, dan
Imam Ali juga tidak memaksakan kehendaknya, walaupun dengan kekuasaan yang
dimilikinya bisa saja hal itu ia lakukan. Orang Yahudi itu menang berperkara
melawan Imam Ali (sebagai kepala negara) dakam mahkamah Islam, hanya karena
Imam Ali tidak dapat mengajukan saksi yang dapat diterima pengadilan.
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Orang Yahudi itu keheranan. Dengan penuh simpati akhirnya ia masuk Islam,
ia menyatakan, “Saya bersaksi tidak ada tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah
utusan Allah.” Kemudian ia menyampaikan pengakuannya yang jujur, “Benar,
sesungguhnya baju besi ini adalah milikmu wahai Amirul Mukminin. Ketika itu,
tatkala engkau sedang mengendarai onta menuju Ṣiffin, maka terjatuhlah baju besi itu
dalam kegelapan malam. Lalu saya mengambil baju tersebut.” Karena orang itu telah
memberikan pengakuannya, maka baju besi itu pun oleh Ali diberikan kepada si
Yahudi tersebut. “Pakailah baju ini untuk dirimu,” kata Ali. Lalu dia pun memakai
baju tersebut di saat peperangan menghadapi tentara Persia, dan saya melihat dia
tampil di depan barisan ketika sedang berada di Nahrawan.”47
Contoh peristiwa senada, baik yang terjadi pada masa Nabi maupun al-
Khulafa al-Rasyidin masih begitu banyak. Hal yang terpenting yang dapat dicatat dari
data-data tersebut adalah bahwa Islam terbukti benar-benar memberi perlindungan
hukum, keadilan dan kasih sayang kepada orang non Muslim yang menjadi warga
negara komunitas Islam. Hal inilah agaknya yang menyebabkan mengapa orang-
orang Kristen Romawi lebih menaruh simpati kepada kaum Muslimin yang tak
seagama dengan mereka, ketimbang para penguasa Romawi yang segama dan setanah
air dengan mereka.48
47Alī Muḥammad al-Ṣallābī, Sirātu Amīrul Mu’minīn Alī Bin Abī Ṭālib, terj. Muslich Taman,
Akmal Burhanudin dan Ahmad Yaman, Biografi Ali bin Abi Ṭalib (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2012), h. 299-300.
48Mujar Ibnu Syarif, Hak-hak Politik Minoritas NonMuslim dalam Komunitas Islam, h. 44.
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C. Batas-batas Teritorial Negara dalam Hukum Islam
Ada tiga ciri tentang apa yang disebut negara, yaitu: rakyat, wilayah yang
didiami rakyat itu dan pemerintah yang menguasai wilayah dan rakyat tersebut.
Ketiga ciri itu merupakan kesatuan. Lenyap dari satu ciri, wujud negara itu pun sirna.
Penamaan negara juga ditujukan kepada pemerintah, orang atau orang-orang yang
memegang kekuasaan tertinggi atas rakyat. Rakyat yaitu kelompok manusia yang
diam di wilayah tertentu. Wilayah yang didiami kelompok manusia, diperintah oleh
suatu kekuasaan.49
Tidak ada negara tanpa wilayah, karena itu adanya wilayah adalah hal yang
mutlak bagi dinyatakannya sebuah entitas sebagai negara.50 Di atas wilayahnya,
negara memiliki hak-hak untuk melaksanakan kedaulatan atas orang, benda juga
peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya.51
Berbeda dengan syariat Nabi-nabi sebelumnya yang bersifat lokal dan
temporal, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. bersifat universal,
internasional dan kekal hingga akhir zaman. Dengan kata lain, syariat Islam bersifat
melintasi batas-batas ruang dan waktu. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam al-
Qur’an:52
49Sidi Gazalba, Masyarakat Islam, h. 202.
50Jawahir Thonthowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer (Cet. I;
Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 107.
51Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.
203-204.
52Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 258.
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              

Terjemahan:
“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua
umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi
peringatan, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” QS Saba’/34: 28.53
Meskipun al-Qur’an mengklaim syariat Islam bersifat kekal dan universal, al-
Qur’an juga  mengakui kebebasan umat manusia untuk menerima sepenuh hati atau
menolaknya dengan penuh kesadaran, tanpa merasa dipaksa. Dalam QS al-Kahfi/18:
29, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk menyampaikan
kebenaran Islam. Karena itu, siapa yang mau beriman silakan, dan siapa yang ingin
ingkar (kafir) juga silakan.54
             ...
Terjemahan:
“Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu;
barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa
menghendaki (kafir) biarlah dia kafir...”55
Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa secara ideal syariat Islam
memang ditujukan untuk segenap manusia hingga akhir zaman, namun realitas
menunjukkan bahwa tidak semua manusia mau menerima kebenaran Islam.
Konsekuensi logis untuk hal ini adalah bahwa syariat Islam tidak dapat diberlakukan
untuk seluruh manusia. Berdasarkan kenyataan ini, jumhur ulama membagi negara
53Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 611.
54Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 258.
55Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 406.
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yang merupakan alat kekuasaan dalam menerapkan hukum Islam kepada dua bagian,
yaitu dār al-Islām dan dār al-ḥarb. Sementara ulama Syafi’iyah menambahkan
kategori dār al-‘ahd atau dār al-amān di samping keduanya. Para ahli fikih mazhab
Syi‘ah Zaidiyah mengistilahkan dār al-waqf untuk dār al-Islām dan dār al-fāsiq
untuk dār al-ḥarb. Kelompok Khawārij sekte Ibadiyah menamakan dār al-Islām
dengan dār al-tawḥīd, meskipun mayoritas penduduknya musyrik atau munafik,
selama penganut Islam tetap dapat melaksanakan kegiatan keagamaan mereka secara
terang-terangan dan aman. Untuk dār al-ḥarb mereka namakan dengan dār al-syirk.
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan identitas suatu negara
sebagai dār al-Islām. Di antara mereka ada yang melihat dari sudut hukum yang
berlaku di negara tersebut. Ada pula yang memandang dari sisi keamanan warganya
dalam menjalankan syariat Islam. Sementara ada juga yang melihat dari sisi
pemegang kekuasaan negara tersebut.
Imam Abu Yusuf (w. 182 H/ 798 M), tokoh besar mazhab Hanafi,
berpendapat bahwa suatu negara disebut dār al-Islām bila berlaku hukum Islam di
dalamnya, meskipun mayoritas warganya tidak Muslim. sementara dār al-ḥarb,
menurutnya adalah negara yang tidak memberlakukan hukum Islam, meskipun
sebagian besar penduduknya beragama Islam. Pendapatnya ini diperkuat juga oleh
Al-Kisani (w. 587 H/ 1191 M), yang juga ahli fikih mazhab Hanafi. Menurutnya, dār
al-ḥarb dapat menjadi dār al-Islām, apabila negara tersebut memberlakukan hukum
Islam.
Dalam pemikiran modern, pandangan demikian juga dianut oleh Sayyid Quṭb
(w. 1387 H/ 1966 M). Beliau memandang negara yang menerapkan hukum Islam
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sebagai dār al-Islām, tanpa mensyaratkan penduduknya harus Muslim atau
bercampur baur dengan ahl al-żimmah.
Al-Rafi’i (w. 623 H/ 1226 M), salah seorang tokoh mazhab Syafi’i
memandang suatu negara dapat dijadikan sebagai dār al-Islām apabila dipimpin oleh
seorang Muslim. Pendapatnya ini berdasarkan pada kenyataan yang pernah
berkembang pada masanya, dimana seorang pemimpin sangat berpengaruh dan
menentukan keputusan-keputusan politik negara tersebut. Seorang pemimpin Muslim
yang memiliki komitmen kepada ajaran agamanya tentu akan berusaha menjalankan
nilai-nilai Islam dan hukum Islam di negara yang dipimpinnya.56
Imam Abu Hanifah (80-150 H/ 699-767 M) membedakan dār al-Islām dan
dār al-ḥarb berdasarkan rasa aman yang dinikmati penduduknya. Bila umat Islam
merasa aman dalam menjalankan aktivitas keagamaan mereka, maka negara tersebut
termasuk dār al-Islām. Sebaliknya, bila tidak ada rasa aman untuk umat Islam, maka
negara itu masuk kategori dār al-ḥarb.
Sementara Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H/ 1350 M) berpendapat bahwa
dār al-Islām adalah negara yang wilayahnya didiami oleh (mayoritas) orang-orang
Islam dan hukum yang berlaku di negara tersebut adalah hukum Islam. Bila kedua
unsur ini tidak terpenuhi, maka negara itu bukan dār al-Islām.57
Ada juga yang disebut dār al-mu‘ahadah. Dār al-mu‘ahadah memiliki situasi
berubah-ubah dalam hubungannya dengan dār al-Islām. Dalam pandangan Islam,
56Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 259-260.
57Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 261.
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kadang-kadang dapat berstatus dār al-ḥarb dan adakalanya dār al-mu‘ahadah. Hal
ini tergantung dari perjanjian perang atau damai yang dibuat dengan dār al-Islām.58
Namun, dalam perkembangan modern, kriteria ini telah bergeser. Suatu
negara disebut dār al-Islām, bila penduduknya mayoritas beragama Islam, meskipun
negara tersebut tidak sepenuhnya menjalankan hukum Islam. Contoh negara ini
antara lain adalah Indonesia dan Mesir. Di samping itu, kriteria penerapan hukum
Islam dalam suatu negara tentu merupakan hal terpenting untuk menentukan negara
itu disebut dār al-Islām, meskipun tidak sepenuhnya penduduknya beragama Islam.
Contoh kriteria kedua ini termasuk Iran, Malaysia dan Pakistan. Kedua kriteria inilah
yang digunakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam menetapkan dār al-
Islām. Mayoritas ahli fikih memandang pembagian wilayah atau negara kepada dār
al-Islām dan dār al-ḥarb didorong oleh beberapa faktor berikut:
1. Untuk menata dan mengatur kepentingan Muslim secara umum sebagai
pemimpin dan yang dipimpin di suatu wilayah dalam hubungannya dengan
non Muslim yang berada di wilayah atau negara yang sama; dan dengan
negara atau wilayah yang berdampingan dengannya.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan hukum Islam, baik bagi umat Islam sendiri
maupun non Muslim yang menetap di wilayah Islam.
3. Sebagai usaha ahli fikih untuk merespons dan menata hukum Islam, terutama
dalam bidang muamalah dan munakahat, serta menetapkan hukum hubungan
antar negara Islam dengan non Islam dalam berbagai lapangan kehidupan.59
58H. A. Dzajuli, Fiqh Siyasah (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2009), h. 108.
59Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 261-262.
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Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa wilayah adalah salah satu
unsur terpenting akan adanya negara, dalam Islam hal ini juga mendapat perhatian.
Meliputi jenis wilayah dan batasnya.
Wilayah yang tetap adalah wilayah yang dimukimi oleh penduduk atau rakyat
dari negara itu. Agar wilayah dapat dikatakan tetap, maka harus ada batas-batasnya.60
Penyebab utama adanya batas-batas negara adalah karena faktor politik, perang,
sejarah dan geografi.61 Menurut H. A Dzajuli,62 wilayah negara ini meliputi bumi,
udara, lautan dan kapal-kapal yang berbendera suatu negara yang berada di luar
negeri.
Pengertian bumi mencakup gunung-gunung, padang pasir, sungai-sungai,
danau-danau, pulau dan apa yang ada di atasnya. Batas ini tidak tetap. Kadang-
kadang dar al-Islām menyempit, tetapi adakalanya meluas. Hal ini tergantung situasi
politik.63 Daratan suatu negara dapat merupakan daratan awal suatu negara atau
wilayah tambahan negara tersebut. Luas daratan awal dapat terjadi atau ditentukan
oleh tindakan atau pernyataan sepihak suatu negara ketika memproklamirkan
kemerdekaannya, oleh perjanjian internasional, suatu kebiasaan internasional atau
pun akan ditentukan oleh perkembangan setelah negara itu terbentuk.64
60Jawahir Thonthowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, h. 107.
61Muhammad Nur Islami, Hukum Internasional dalam Perspektif Islam dan Kedaulatan
Bangsa (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 66.
62H. A. Dzajuli, Fiqh Siyasah, h. 107.
63H. A. Dzajuli, Fiqh Siyasah, h. 108.
64Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, h. 205.
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Udara di atas bumi menjadi wilayah negara pula dengan tanpa batas.65
Wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang ada di atas wilayah daratan,
wilayah laut pedalaman, laut teritorial dan juga wilayah laut negara kepulauan.
Kedaulatan negara di ruang udaranya adalah sampai ketinggian tidak terbatas.66
Menurut syariat Islam, laut tidaklah dimilliki oleh seorang pun. Dalam arti ini,
tidak ada larangan untuk mempersempit lautan atau memperluas menjadi wilayah
negara, selama hal itu dilakukan berdasarkan perjanjian internasional.67 Wilayah laut
adalah laut beserta tanah yang ada di bawahnya. Tanah di bawah laut terdiri dari
dasar laut dan tanah di bawah dasar laut. Wilayah laut terbagi atas wilayah yang
dikuasai oleh suatu negara (negara pantai) dengan laut yang tidak dikuasai oleh
negara.68
Adapun perbatasan dār al-Islām dan dār al-ḥarb, penetapannya dan
menjadikannya perbatasan yang bersifat tetap sehingga wilayah negara berakhir di
situ dan tetap di situ tidak bisa bergeser sedikit pun, maka hal itu tidak dibolehkan
menurut syara’. Sebab tidak boleh membatasi wilayah dār al-Islam, baik darat, laut
maupun udaranya dengan batas-batas yang bersifat tetap. Oleh karena itu, tidak boleh
terikat dengan perjanjian-perjanjian yang menetapkan batas negara yang bersifat tetap
dan tidak dibolehkan melaksanakan perjanjian-perjanjian semacam ini. Hal ini
dikarenakan Islam tidak menetapkan batas wilayah, karena Islam telah mewajibnkan
65H. A. Dzajuli, Fiqh Siyasah, h. 109.
66Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, h. 224.
67H. A. Dzajuli, Fiqh Siyasah, h. 109.
68Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, h. 212.
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kaum Muslim untuk mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini berarti
dār al-Islām akan selalu bertambah luas, tidak dibatasi oleh batas-batas tertentu.
Apabila negara Islam boleh mengikat perjanjian bertetangga baik atau tidak
saling mengganggu dengan negara lain, maka negara harus konsisten dengan
perjanjian itu dan menghormati perbatasan negara lain. Hal ini tidak bertentangan
dengan tidak dibolehkannya menetapkan batas negara, karena perjanjian semacam ini
tidak mengikat negara secara abadi dan terus-menerus. Oleh karena itu,
penghormatan negara Islam terhadap perbatasan negara lain hanyalah berdasarkan
waktu yang telah disepakati dan ini dibolehkan menurut syara’. Hal yang dilarang
adalah keterikatan yang bersifat terus-menerus dengan batas negara yang bersifat
tetap.69
69Muhammad Nur Islami, Hukum Internasional dalam Perspektif Islam dan Kedaulatan
Bangsa, h. 66-67.
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BAB III
ŻIMMĪ DAN KEWARGANEGARAANNYA DALAM NEGARA ISLAM
A. Pengertian dan Hak Warga Negara
1. Pengertian Warga Negara
Warga negara yaitu setiap orang yang memiliki ikatan hukum dengan
pemerintahan suatu negara. Atau dengan kata lain warga negara adalah mereka yang
berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Istilah kewarganegaraan
memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara
dengan warga negara.1 Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur
pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik
antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan
kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban
memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Karena hak itu, maka
kedudukan seorang warga negara dapat disimpulkan dalam empat hal yang disebut
sebagai berikut:
a. Status Positif
Status positif warga negara ialah memberi hak kepadanya untuk menuntut
tindakan positif daripada negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga, milik,
kemerdekaan dan sebagainya. Untuk itu, maka negara membentuk badan-badan
1Muh. Yahdi, Pendidikan Kewarganegaraan Kontemporer (Cet. I; Makassar: Alauddin
University Press, 2014), h. 65.
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peradilan, kepolisian dan kejaksaan, dan sebagainya yang akan melaksanakan
kepentingan warga negaranya dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan
dengan hal-hal tersebut di atas.
b. Status Negatif
Status negatif seorang warga negara akan memberi jaminan kepadanya bahwa
negara tidak boleh campur tangan terhadap hak-hak asasi warga negaranya. Campur
tangan negara terhadap hak-hak asasi warga negaranya terbatas untuk mencegah
timbulnya tindakan yang sewenang-wenang daripada negara. Walaupun demikian,
dalam keadaan tertentu negara dapat melanggar hak-hak asasi rakyat jika tindakannya
ditujukan untuk kepentingan umum.
c. Status Aktif
Status aktif ini memberi hak kepada setiap warga negara untuk ikut serta
dalam pemerintahan.  Untuk mewujudkan hak ini setiap warga negara diberi hak
untuk memilih dan dipilih sebagai anggota dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
d. Status Pasif
Status pasif ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk menaati
dan tunduk kepada segala perintah negaranya. Misalnya apabila negara dalam
keadaan perang maka semua warga negara menurut syarat-syarat tertentu wajib
memanggul senjata untuk membela negara.2
2Ni’matul Huda, Ilmu Negara (Cet. VII; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 23-24.
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Menurut al-Maudūdī3 kewarganegaraan yang ada di dalam Islam ialah sebagai
berikut:
a. Kaum Muslim
Di pundak semua warga negara Muslim di negara Islam terdapat beban tugas
untuk menyelenggarakan kehidupan sejalan dengan tradisi Islam terbaik. Karena
hanya merekalah yang secara tersirat dianggap mempercayai negara tersebut. Hanya
kepada mereka sajalah negara menegakkan hukum-hukumnya secara keseluruhan dan
memerintahkan mereka untuk melaksanakan seluruh kewajiban agama, moral,
budaya dan politik. Negara membebani mereka semua kewajiban dan meminta
pengorbanan mereka untuk membela dan mempertahankan kemerdekaannya. Sejalan
dengan itu, negara memberi hak untuk memilih kepala negara dan menjadi anggota
parlemen. Negara juga memberi hak kepada mereka untuk ditunjuk dan menduduki
jabatan-jabatan penting, sehingga kebijaksanaan dasar negara ideologis ini tetap
sejalan dengan dasar-dasar Islam.
b. Kaum Żimmī.
Żimmī adalah semua kaum non Muslim yang bersedia dan tetap taat kepada
negara Islam yang dijadikan tempat tinggal untuk mencari nafkah, tanpa
mempedulikan di negara mana mereka dilahirkan. Untuk para warga negara semacam
ini, Islam memberi jaminan perlindungan kehidupan, nafkah, kekayaan serta jaminan
kebudayaan, keimanan dan martabat. Negara hanya menerapkan Undang-undang
negara terhadap mereka dan memberi mereka hak yang sana dengan kaum Muslim
3Abūl A’la Al-Maudūdī, The Islamic Law and Consitution, terj. Asep Hikmat, Hukum dan
Konstitusi Sistem Politik Islam, h. 269.
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dalam semua masalah perdata. Mereka diberi hak yang sama untuk bekerja kecuali
dalam jabatan-jabatan kunci, mereka berhak atas semua kebebasan sipil, dan bahkan
untuk masalah-masalah ekonomi. Tidak ada diskriminasi antara kaum Muslimin
dengan kaum żimmī.4
2. Hak Warga Negara
Warga memiliki hak untuk kelangsungan dan kemaslahatan hidup di bawah
negara, sebaliknya warga memiliki kewajiban sehingga negara bisa tetap utuh,
berkembang dan berperadaban.5 Hak-hak warga negara dalam Islam terdiri atas hak-
hak politik dan hak-hak umum.6
Dalam Islam, hak asasi pertama dan utama warga negara adalah melindungi
nyawa, harta dan martabat mereka, bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini
tidak akan dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal.
Hak penting kedua adalah perlindungan atas kebebasan pribadi. Dalam Islam,
kebebasan pribadi tidak dapat dilanggar, kecuali setelah melalui proses pembuktian
yang meyakinkan secara hukum dan memberi kesempatan kepada tertuduh untuk
melakukan pembelaan. Diriwayatkan bahwa beberapa orang di Madinah telah ditahan
karena dicurigai melakukan pelanggaran hukum. Kemudian, pada saat Rasulullah
saw. menyampaikan khutbah Jumat, salah seorang sahabat bangkit dan menanyakan
kepada beliau mengapa dan dengan alasan apa tetangga-tetangganya ditahan.
4Abūl A’la Al-Maudūdī, The Islamic Law and Consitution, terj. Asep Hikmat, Hukum dan
Konstitusi Sistem Politik Islam, h. 269-271.
5Muh. Yahdi, Pendidikan Kewarganegaraan Kontemporer, h. 71-72.
6Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah, h. 286.
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Rasulullah tetap diam ketika pertanyaan ini diulang untuk kedua kalinya, dan beliau
memberi kesempatan kepada pejabat kepolisian untuk tampil dan menjelaskan posisi
hukumnya. Ketika pertanyaan tersebut diulang untuk ketiga kalinya dan Rasulullah
saw. tidak melihat tanda-tanda akan adanya penjelasan dari pejabat kepolisian
tersebut, maka Rasulullah saw. memerintahkan agar orang-orang tersebut dibebaskan.
Hal ini merupakan bukti konklusif bahwa sepanjang tuduhan tertentu tidak diajukan
kepada seseorang, maka dia tidak dapat ditangkap atau ditahan.
Hak penting ketiga adalah kemerdekaan mengemukakan pendapat serta
menganut keyakinan masing-masing. Dalam kaitan ini, Ali, khalifah keempat,
memberikan penjelasan terbaik. Selama periode beliau, suatu golongan politik yang
terkenal dengan nama Khawārij melakukan pemberontakan. Para anggotanya
membangkang secara terang-terangan kepada negara dan menolak perlunya negara
dalam Islam, bahkan mereka bersumpah untuk meruntuhkannya dengan pedang. Ali
r.a. mengirimkan pesan berikut kepada mereka:7
“Kalian boleh tinggal di mana pun yang kalian sukai tapi dengan satu
syarat bahwa kalian tidak asyik dalam banjir darah dan tidak melakukan cara-
cara yang jahat.”
Hak lain yang juga ditekankan dalam Islam adalah jaminan pemenuhan
kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan.
Zakat diwajibkan bagi kaum Muslim untuk tujuan ini dan Rasulullah telah bersabda,
yang terjemahannya:
“Zakat harus dipungut dari orang kaya dan dibagikan ke kalangan fakir dan
miskin.” HR Bukhari dan Muslim.
7Abūl A’la Al-Maudūdī, The Islamic Law and Consitution, terj. Asep Hikmat, Hukum dan
Konstitusi Sistem Politik Islam, h. 272-273.
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Dalam masalah ini, Islam tidak membedakan antara kaum Muslim dengan non
Muslim. Dia memberikan jaminan yang sama kepada kaum żimmī maupun kaum
Muslim, dan bahwa negara tidak akan membiarkan siapa pun tanpa pangan dan
sandang atau papan.8
Hak-hak politik (political rights) adalah hak-hak yang diperoleh seseorang
dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti hak memilih
dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Hak
politik juga dapat didefinisikan sebagai hak-hak di mana individu dapat memberi
andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau
pemerintahannya. Hak-hak politik pada hakikatnya mempunyai sifat melindungi
individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Karena itu, dalam
mendukung pelaksanaannya peranan pemerintah perlu diatur melalui perundang-
undangan, agar campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat tidak
melampaui batas-batas tertentu. Hak-hak politik itu biasanya ditetapkan dan diakui
pemenuhannya oleh Konstitusi (suatu negara) berdasarkan keanggotaan (seseorang)
sebagai warga negara. Artinya, hak-hak ini tidak berlaku kecuali bagi warga negara
setempat, bukan warga asing.9
Hak-hak politik warga negara adalah hak memilih (Ḥaq Al-Intikhab) dan hak
untuk diajak bermusyawarah (Ḥaq Al-Musyawarat). Dalam pelaksanaan musyawarah
ada yang menggunakan sistem perwakilan atau al-wikalah. Perwakilan kepala negara
atas rakyat merupakan perwakilan yang terikat (al-wikalat al-muqayyadat). Di antara
8Abūl A’la Al-Maudūdī, The Islamic Law and Consitution, terj. Asep Hikmat, Hukum dan
Konstitusi Sistem Politik Islam, h. 273-275.
9Mujar Ibnu Syarif, Hak-hak Politik Minoritas NonMuslim dalam Komunitas Islam, h. 49.
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pengikat-pengikatnya adalah kewajiban kepala negara untuk bermusyawarah dengan
rakyat. Hal ini telah dinashkan dengan jelas dalam al-Qur’an:10
   ...  ...
Terjemahan:
“...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...” QS Āli ʻImrān/3:
159.11
Musyawarah merupakan sunnah Nabi saw. Meskipun Rasulullah saw.
menerima wahyu, namun beliau sangat gemar bermusyawarah dengan para sahabat
sehingga para sahabat akan menjadikan musyawarah sebagai sistem politik bernegara
yang ditetapkan oleh nash al-Qur’an dan al-Hadiṡ. Musyawarah dengan rakyat
dilaksanakan menyangkut beragam urusan dunia, yang harus dimusyawarahkan
adalah hal-hal penting. Tidak setiap masalah harus dimusyawarahkan, terutama
masalah-masalah yang tidak crusial dan tidak menyangkut kepentingan umum.12
B. Żimmī dan Kategorisasinya
1. Pengertian Żimmī
Żimmī adalah warga negara non Muslim yang menetap selamanya di negara
Islam. Mereka dihormati dan tidak boleh diganggu jiwa, kehormatan dan hartanya.13
10Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah, h. 286.
11Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 90.
12Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah, h. 287.
13H. A. Dzajuli, Fiqh Siyasah, h. 63.
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Dalam perkembangannya, żimmī hidup berkelompok yang dalam bahasa Arab
disebut sebagai ahl al-żimmah.
Secara bahasa ahl bermakna suku, kabilah, dan atau sanak family. Jika kata ini
disandarkan kepada kata tertentu semisal Rajul menjadi (ahl al-Rajul)  ¸maka kata ini
bisa bermakna bahwa orang yang mengurusi urusan tersebut. Jika kata ini
disandarkan kepada Nabi, maka kata ini bermakna umat dari Nabi tersebut dan jika
disandarkan dengan kata al-amr (ahl al-amr), maka kata ini bermakna pihak atau
orang yang bertanggung jawab mengurusi urusan tersebut.
Kata żimmah merupakan kata jadian dari kata kerja zamma-yazummu yang
berarti orang yang memiliki perjanjian dan tanggungan (al-kafālat wa al-ḍāmin).
Wehr mendefinisikan żimmī atau zimma sebagai perlindungan (protection), covenant
of protection, safeguard, guarantee, security of life and property. Sementara ahl al-
żimmah didefinisikan sebagai seorang non Muslim yang bebas (free non-Muslim)
untuk hidup/ tinggal di negara-negara muslim (berdasar syariat Islam), menikmati
perlindungan (protection) dan keamanan (safety) dengan membayar pajak modal
(capital tax). Dengan demikian, pengertian ahl al-żimmah secara bahasa adalah
sekelompok golongan yang mengadakan perjanjian untuk menjadi bagian yang
ditanggung dan memiliki ikatan dengan suatu kelompok masyarakat yang dijaga dan
dilindungi.14
Kata żimmī menurut Abdullahi Ahmed An-Naim merujuk kepada perjanjian
antara pemerintahan umat Islam dalam negara kepada ahlu al-kitāb dalam rangka
14Subehan Khalik, “Hak-hak Kaum Minoritas dalam Hukum Islam”, Jurnal Al-Daulah 6, no.
2 (Desember 2016): h. 414.
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pemberian jaminan keamanan atas diri, harta serta kebebasan melakukan ajaran
ajaran agama mereka dalam lapangan privat. Hal senada juga dikemukakan oleh
Abdul Kadir Zaidan bahwa żimmī merupakan komunitas non Muslim yang mendapat
jaminan khusus untuk hidup dalam perlindungan kaum Muslimin dengan
perlindungan dan  keamanan serta tempat tinggal.
TM. Hasbi Ash Shiddieqi dan Hamka Haq kemudian memberi penekanan
bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kelompok mu’āhidūn dengan kelompok
ahlu al-kitāb yang terkategorisasi sebagai żimmī. Kelompok mu’āhidūn adalah
kelompok ahlu al-kitāb yang telah hidup bersama dengan kaum muslimin di Madinah
ketika Rasul saw. mendirikan negara Madinah, sedang kelompok ahlu al-kitāb kedua
adalah mereka yang berada di daerah taklukan kemudian melakukan perjanjian damai
dengan kaum Muslimin dan mereka kemudian diwajibkan membayar jizyah maka
mereka inilah yang dimaksud sebagai ahl al-żimmah.
Uraian di atas memberi pengertian singkat bahwa żimmī merupakan kelompok
non Muslim yang berkedudukan pada negara atau daerah taklukan yang kemudian
menyerahkan diri kepada kaum Muslimin untuk mendapat perlindungan. Mereka
kemudian dibebani pembayaran atas jaminan tersebut yang kemudian dinamakan
jizyah. Identitas żimmī tidak berlaku terhadap kaum non Muslim yang telah mengikat
perjanjian damai dengan Rasulullah saw. pada awal Islam lewat perjanjian piagam
Madinah.15
Istilah jizyah diambil dari kata jazā’ yang berarti imbalan. Imbalan atas
perlindungan yang diberikan kepada mereka karena ia dipungut dari mereka dalam
15Subehan Khalik, “Hak-hak Kaum Minoritas dalam Hukum Islam”, h. 414-415.
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keadaan patuh.16 Dengan kepatuhan żimmī membayar jizyah, ada dua hak yang
mereka miliki, yaitu mereka tidak boleh diserang dan mereka dilindungi. Dengan
tidak diserang, mereka akan merasa aman. Kemudian dengan dilindungi, mereka akan
mendapat penjagaan. Jizyah tidak boleh dipungut dari orang-orang murtad, orang-
orang dahriyyah (penyembah waktu), dan kaum paganis (penyembah berhala). Abu
Hanifah memungut jizyah dari kaum paganis jika mereka termasuk non Arab. Akan
tetapi, jika mereka termasuk orang Arab, mereka tidak dipungut jizyah.17
Jizyah adalah pungutan yang diwajibkan atas orang ahlu al-kitāb yang masuk
tanggungan umat Islam. Jizyah dari orang non Muslim mempunyai kedudukan sama
dengan zakat bagi umat Islam. Hal itu karena masing-masing warga negara, baik
Muslim maupun non Muslim wajib mengeluarkan sebagian kecil harta mereka demi
kepentingan umum. Ketentuan itu diwajibkan untuk keseimbangan antara kewajiban
dan menikmati hak-hak yang dilakukan.
Kaum żimmī tidak wajib zakat atas harta maupun kekayaan binatangnya,
karena sudah mempunyai wajib jizyah. Bila dia masuk Islam, maka kewajiban
membayar jizyah gugur dan kemudian mempunyai wajib zakat.18
16Al-Māwardī, Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman,
Sistem Pemerintahan Khilafah Islam (Cet. I; Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 253.
17Al-Māwardī, Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman,
Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, h. 255.
18Abdul Wahhab Khallāf, Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah, terj. Zainudin Adnan, Politik Hukum
Islam (Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), h. 153-154.
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2. Pengelompokkan Żimmī
Ahl al-kitāb dalam perkembangan selanjutnya, identik pula dengan term kafir.
Setidaknya penggunaan istilah ini memiliki kesamaan makna terhadap pengertian
dasar ahl al-kitāb. Kelompok ini terdiri dari orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana
dipahami dari QS al-Bayyinah/98:1 dan QS al-Taubah/9:29 :19
                          
Terjemahan:
“Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik
tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti
yang nyata.”20
                                                  
Terjemahan:
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian,
mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-
Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),
(yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar
jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”21
19Subehan Khalik, “Hak-hak Kaum Minoritas dalam Hukum Islam”, h. 415.
20Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 907.
21Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 258.
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                                                      
Terjemahan:
“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad)
sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, “Sesungguhnya
petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya).” Dan jika engkau mengikuti
keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada
bagimu pelindung dan penolong dari Allah.”22 QS al-Baqarah/2:120.
Sebagaimana ditulis oleh Quraish Shihab dalam Tafsīr al-Mishbāh, pada ayat
ini digambarkan tentang keengganan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk
mengikuti ajakan Nabi Muhammad saw. Melalui ayat ini, Allah menyampaikan
bahwa tidak semua akan senang dan gembira. Ayat di atas menyatakan bahwa mereka
sama sekali tidak akan meninggalkan agama mereka walaupun Nabi Muhammad saw.
mengajak mereka dengan sekuat tenaga. Karena, bagaimana mungkin mereka akan
meninggalkan agama mereka, padahal mereka tidak rela kecuali jika Nabi
Muhammad saw. mengikuti mereka, sedangkan buat Nabi Muhammad, mengikuti
agama mereka adalah suatu yang mustahil.
Ayat ini biasa juga dipahami sebagai bukti bahwa semua orang Yahudi dan
Nasrani tidak rela kecuali jika kaum Muslimin mengikuti agama mereka. Pemahaman
semacam itu, tidak sejalan dengan redaksi dan hubungan ayat, tidak juga dengan
makna yang dikemukakan oleh mayoritas ulama-ulama tafsir masa lalu, seperti
Fakhruddīn ar-Rāzi, juga tafsir yang sangat populer dan sederhana al-Jalālain dan
ulama tafsir masa kini seperti Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr dalam tafsirnya, at-Tahrīr, serta
22Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 22-23.
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Muhammad Sayyid Ṭanṭāwi. Bahkan, ulama kontemporer ini menulis bahwa kata
“hingga engkau mengikuti agama mereka” adalah kināyah, yakni tidak menyebutkan
secara tegas apa yang dimaksud tetapi menyebut sesuatu yang lain yang dapat
mengantar kepada apa yang dimaksud. Redaksi ini menggambarkan keputusasaan
menyangkut kemungkinan Ahl al-Kitāb memeluk agama Islam. Jadi, penjelasan
Shihab, ayat ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkristenkan umat Islam,
apalagi me-Yahudi-kannya, karena agama Yahudi bukan agama misi. Bahwa ada
yang berusaha untuk maksud tersebut, tentu saja tidak dapat disangkal, namun
bukanlah ayat ini yang berbicara tentang hal tersebut.
Lebih lanjut Shihab menuliskan, al-Qur’an tidak menggunakan kata ( )
yahūd/ Yahudi kecuali dalam konteks kecaman terhadap sekelompok tertentu dari
Bani Isrā’īl. Ini berbeda dengan penggunaan kata al-Qur’an untuk kata ( ﻧ )
naṣāra/ Nasrani. Kata ini antara lain digunakan juga menunjuk kepada sekelompok
Bani Isrā’īl pengikut Nabi Isa a.s. yang bersikap bersahabat terhadap orang-orang
Islam. Hal ini kemudian wajar jika ayat di atas menggunakan redaksi yang
menginformasikan bahwa mereka tidak akan rela untuk selama-lamanya terhadap
Nabi Muhammad saw., adapun kaum Nasrani keadaan mereka tidak demikian. Kata
naṣāra pada ayat di atas tidak menafikan kerelaan mereka untuk selam-lamanya.
Ayat di atas berbicara tentang orang Yahudi dan Nasrani, yang hidup pada masa
Rasul saw. Keadaan mereka sesudahnya tidak harus sama dengan masa ini.23
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kaum Nasrani tidak semua dari mereka
bersikap memusuhi Rasulullah saw. dan kaum Muslimin. Hal ini sejalan dengan
23M. Quraish Shihab, Tafsīr Al-Miṣbāḥ, vol. 1 (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 366-
369.
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konsep dari żimmī yang berisi orang-orang yang memiliki latar belakang sama sekali
berbeda dengan pemerintahan yang memberikan mereka perlindungan, dalam hal ini
pemerintahan Islam pada masa Khalifah al-Rasyidin. Perbedaan agama, asal
keturunan dan tempat tinggal tidak membuat mereka memerangi pemerintahan Islam,
yang terjadi justru sebaliknya. Mereka membayar jizyah dalam keadaan tunduk,
sebagaimana berita dari QS al-Taubah/9:29 di atas. Kehati-hatian juga diperlukan
dalam pergaulan dengan golongan ahl al-Kitāb terhadap orang-orang yang
berdasarkan uraian Shihab di atas, memiliki misi tertentu untuk menyesatkan kaum
Muslimin. Tetapi, sikap hati-hati ini sebaiknya ditunjukkan dengan cara-cara yang
adil agar tak menyinggung apalagi menyakiti perasaan pihak lain.
Kemudian, kenyataan bahwa mereka memiliki kitab suci yang berbeda dengan
umat Islam tidaklah dapat menjadi alasan yang logis untuk mengasingkan mereka
secara moral. Ini dapat terjadi jika mereka juga melakukan hal yang serupa kepada
kaum Muslimin dengan kata lain, memulai untuk memusuhi kaum Muslimin.
Sepanjang hal itu tidaklah terjadi, sikap kaum Muslimin haruslah senantiasa
meneladani sifat kelemahlembutan Rasullah saw. kepada siapa saja termasuk
kalangan yang memerangi beliau. Kalangan ini lebih dikenal dengan sebutan kafirūn,
bentuk jamak dari kata kafir.
Menurut Harifuddin Cawidu, term kafir secara bahasa bermakna menutup,
sedang menurut istilah, adalah segala perbuatan menutup-nutupi kebenaran dan
nikmat dalam arti Tuhan sebagai sumber kebenaran begitupula ajaran-ajaran-Nya
yang disampaikan oleh Rasul kepada umat manusia.24
24Subehan Khalik, “Hak-hak Kaum Minoritas dalam Hukum Islam”, h. 416.
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Kata kafir dalam pemakaiannya banyak dirangkaikan dengan kata żimmī.
Begitu pula ahlu al-kitāb, sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa żimmī adalah
bagian dari ahlu al-kitāb itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa di antara ketiganya
terdapat keterkaitan.
Kekafiran dalam al-Qur’an dikelompokkan dalam tujuh kelompok meliputi:
a. Kekafiran dalam arti pengingkaran, baik terhadap eksistensi Tuhan beserta Rasul-
Nya begitu pula terhadap seluruh ajaran agama-Nya, biasa dinamai kufr.
b. Kekafiran dalam bentuk pengingkaran terhadap kebenaran ajaran agama Tuhan
walaupun yang bersangkutan telah tahu bahwa apa yang diingkari tersebut dalam
sebuah kebenaran, biasa dinamai kafir juhd.
c. Kekafiran dalam bentuk pengakuan terhadap Tuhan dan Rasul serta ajaran agama-
Nya dengan lidah, namun mengingkarinya dengan hati. Biasa disebut dengan kufr
nifāq.
d. Kekafiran dalam bentuk mempersekutukan Tuhan dengan lainnya  dan menjadikan
sesuatu selain Tuhan sebagai sesembahan, biasa dinamai kufr syirik.
e. Kekafiran dalam bentuk penghinaan nikmat Tuhan pada hal-hal yang tidak
semestinya dan diriḍai-Nya, biasa dinamai kufr nikmah.
f. Kekafiran dalam bentuk kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari
Islam, biasa dinamai kufr murtad.
g. Kafir ahli kitab; yakni non Muslim yang percaya kepada Nabi dan kitab suci yang
diwahyukan Tuhan kepada Nabi. Kelompok yang terakhir inilah yang menurunkan
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beberapa term lain perkaitan dengan term kafir sebelumnya, semisal; Kāfir Ḥarbi,
Kāfir Kitābi, Kāfir Mu’āḥad, Kafir Musta’man, Kafir Zimmī, dan Kafir Riddah.25
Para ulama fikih mengklasifikasikan non Muslim menjadi dua kelompok; ahl
al-ḥarb dan ahl al-‘ahd. Pembagian ini berdasarkan firman Allah:26
                                                                                
Terjemahan:
“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang
yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari
kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang
berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka
sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan
mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk
mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah
orang yang ẓalim.” QS al-Mumtaḥanah/60: 8-9.27
Ahl al-ḥarb adalah golongan orang-orang kafir yang memerangi atau terlibat
peperangan dengan kaum Muslim. Istilah kafir ḥarbi menurut Yusuf al-Qarḍawi
disematkan oleh para fukaha kepada golongan non Muslim yang tinggal di wilayah
mereka yang disebut dār alḥarb dan menyatakan permusuhan terhadap kaum Muslim
dan para pemimpin mereka atau yang tidak mengakui negara Islam. Golongan kafir
25Subehan Khalik, “Hak-hak Kaum Minoritas dalam Hukum Islam”, h. 416.
26Syamsul Hadi Untung, “Sikap Islam terhadap Minoritas Non Muslim,” Jurnal Kalimah, vol.
12 no. 1 (Maret 2014), h. 31.
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/download/217/209. (Diakses 30 Maret
2017).
27Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 803.
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ḥarbi ini adalah semua orang kafir yang menampakkan permusuhan dan menyerang
kaum Muslim, baik dari kalangan musyrik (kaum pagan) maupun para ahli kitab.
Sikap kaum Muslim terhadap mereka adalah keras disebabkan sikap mereka
yang memusuhi dan memerangi Islam. Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin
menyatakan, “Kafir ḥarbi (karena sikap mereka) tidak memiliki hak untuk
mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari kaum Muslim.” Mereka inilah
golongan orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah saw. Sementara ahl al-
‘ahd merupakan orang-orang non Muslim yang bersikap baik, menjalin hubungan
yang harmonis terhadap kaum Muslim, dan tidak terlibat dalam memusuhi mereka.
Golongan ini adalah mereka yang berdamai dan mengadakan ikatan perjanjian
dengan kaum Muslim, baik yang memilih tinggal di dalam dār al-Islām (wilayah
Islam) maupun yang tetap tinggal di wilayahnya.28
Para fukaha membagi kelompok ahl al-‘ahd ini menjadi tiga golongan. Hal
tersebut disebabkan perbedaan sikap dan kedudukan mereka dalam menjalin
perjanjian dengan kaum Muslim. Mereka adalah ahl al-żimmah, ahl al-hudnah, dan
ahl al-āmān. Ahl al-żimmah adalah non Muslim yang menjadi tanggungan kaum
Muslim karena telah mengadakan perjanjian berupa tunduk dan patuh terhadap
ketentuan beserta hukum Allah dan Rasul-Nya seraya menunaikan jizyah dan mereka
berdiam di wilayah Islam. Golongan ini menjadi tanggungan permanen kaum
Muslim, mereka dijamin hidup dengan aman, damai, dan mendapatkan hak dan
28Syamsul Hadi Untung, “Sikap Islam terhadap Minoritas Non Muslim,” h. 31.
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/download/217/209. (Diakses 30 Maret
2017).
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kewajiban yang secara umum sama dengan penduduk Muslim lainnya, terutama di
bidang sosial (muamalah).
Golongan kedua adalah ahl al-hudnah, yaitu non Muslim yang mengadakan
perjanjian damai dengan negara Islam. Perbedaan golongan ini dengan ahl al-żimmah
adalah keberadaan mereka yang tidak tinggal di wilayah Islam, namun mengadakan
perjanjian damai dengan kaum Muslim. Telah terjadi kesepakatan di antara mereka
dan kaum Muslim untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati
atau yang biasa dikenal dengan istilah gencatan senjata. Oleh sebab itulah, golongan
ini tidak menjadi tanggungan kaum Muslim, hanya saja kaum Muslim memiliki
ikatan baik dalam berhubungan dengan mereka. Terhadap kelompok ini umat Islam
memiliki kewajiban untuk menjaga perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah
pihak. Sebagaimana yang tercantum dalam QS al-Taubah/9:4 dan 7.29
                                        
Terjemahan:
“Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu
dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula)
mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka
itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-
orang yang bertakwa.”30
29Syamsul Hadi Untung, “Sikap Islam terhadap Minoritas Non Muslim,” h. 32.
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/download/217/209. (Diakses 30 Maret
2017).
30Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 253.
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                                          
Terjemahan:
“Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya
dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah
mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah),
maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur
(pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang
bertakwa.”31
Golongan terakhir adalah ahl al-āmān, yaitu non Muslim yang tinggal di luar
wilayah Islam (dār al-ḥārb) namun melakukan kesepakatan perjanjian untuk
mendapatkan jaminan keamanan ketika berdiam di wilayah Islam dalam jangka
waktu tertentu. Perbedaan golongan ini dengan golongan lainnya adalah keberadaan
mereka di wilayah Islam (dār al-Islām) bukan dengan maksud untuk tinggal
selamanya, namun dalam jangka waktu yang terbatas atau sementara. Golongan ini
biasanya memasuki wilayah Islam dengan maksud untuk berdagang atau para musafir
yang menetap dengan waktu yang terbatas. Karena jika mereka menetap untuk
selamanya, maka status mereka akan berubah menjadi ahl al-żimmah, sehingga
memiliki hak dan kewajiban yang berbeda.32
31Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 254.
32Syamsul Hadi Untung, “Sikap Islam terhadap Minoritas Non Muslim,” h. 32-33.
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/download/217/209. (Diakses 30 Maret
2017).
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C. Warga Negara Non Muslim (Żimmī) dalam Negara Islam
Berbeda sekali dari apa yang senantiasa dituduhkan terhadap negara Islam,
bahwa warga negaranya hanyalah orang-orang Islam belaka, sedang orang-orang
yang tidak beragama Islam dianggap sebagai musuh yang harus diperangi atau
dimusnahkan. Maka keluarlah tuduhan bahwa Islam adalah agama yang kolot, fanatik
dan agresif, yang bersifat permusuhan dan kebencian terhadap lainnya.
Tuduhan ini sudah dibatalkan oleh praktik negara Islam di zaman Nabi
Muhammad saw. dengan Konstitusinya yang pertama. Warga negara terdiri dari
orang-orang Islam dan orang-orang yang tidak Islam. Rakyat yang berjanji kepada
Nabi untuk menjadi warga negara ialah orang-orang yang percaya dan memeluk
agama Islam dari suku Quraisy dan suku Yaṡrib, dan orang-orang lain yang ikut
bersama mereka membentuk kepentingan bersama. Warga negara dari negara Islam
yang pertama itu yakni segala orang yang bersedia menjunjung negara dan mentaati
Konstitusi.33 Warga negara Madinah masa itu terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:
1. Kaum Muslimin, yang terdiri atas kaum Muhajirin dan Anṣar, sebagai
penduduk mayoritas.
2. Kaum Musyrik Arab, termasuk di  dalamnya kaum Munāfiq yang secara
formal mengaku Muslim, tetapi secara akidah adalah kafir.
3. Kaum Yahudi, yang terdiri atas tiga klan kecil, yaitu bani Qainuqa, bani Naḍir
dan bani Quraizhi, sebagai penduduk minoritas.34
33Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad SAW, h. 92.
34Abdul Fattah, Kewargaan dalam Islam (Cet. I; Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan
Masyarakat (LPAM), 2004), h. 104.
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Meskipun negara Islam merupakan negara ideologis, tetapi negara ini
membatasi kewarganegaraannya hanya kepada orang-orang yang tinggal di
wilayahnya atau berimigrasi ke dalam wilayahnya. Negara Islam bukanlah negara
ekstrateritorial. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam QS al-Anfāl/8: 72.35
                                                                                 
Terjemahan:
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan
harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat
kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama
lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum
berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka,
sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu
dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan
kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan
mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”36
Ayat ini meletakkan prinsip dasar lain dari hukum perundang-undangan Islam,
yaitu negara Islam melindungi segenap orang-orang yang berada di tanah tumpah
darah negara Islam atau yang berhijrah ke negara Islam yang bersangkutan. Mengenai
kaum Muslimin yang berada di luar wilayah negara Islam, persaudaraan Islam tetap
ada, tetapi tidak ada tanggung jawab legal bagi perlindungannya. Jika mereka
berhijrah ke negara Islam yang bersangkutan, maka mereka barulah akan memperoleh
perlindungannya. Jika mereka datang sebagai pelancong atau tamu serta tidak
35Ni’matul Huda, Ilmu Negara, h. 26.
36Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 251-252.
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melepaskan kewarganegaraannya (dari negara non Islam), mereka akan dianggap
warga negara non Islam dan tidak berhak atas perlindungan negara Islam.37 Non
Muslim jenis ini menurut H. A Dzajuli disebut sebagai musta’min. Musta’min adalah
orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga harus dihormati jiwanya,
kehormatannya dan hartanya.38
Kaum żimmī dan musta’min berkewajiban membayar pajak untuk mendapat
hak suara (jizyah) dan pajak tanah (kharāj). Mereka memiliki hak kebebasan
beragama dan keamanan hidup serta hak milik, tapi tak bisa menikmati persamaan
secara sempurna. Mereka tidak boleh menduduki jabatan tertentu dalam negara,
semisal tidak boleh menjadi kepala negara, jabatan-jabatan strategis lainnya atau
jabatan-jabatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan umat Islam.39
37Ni’matul Huda, Ilmu Negara, h. 26.
38H. A. Dzajuli, Fiqh Siyasah, h. 63.
39Mujar Ibnu Syarif, Hak-hak Politik Minoritas NonMuslim dalam Komunitas Islam, h. 32.
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BAB IV
HAK MEMILIH DAN DIPILIH WARGA NEGARA NON MUSLIM (ŻIMMĪ)
DALAM NEGARA ISLAM
A. Hak untuk Memilih
Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa salah satu hak
politik warga negara ialah hak untuk memilih dan hak untuk diajak bermusyawarah.
Kenyataan pada masa negara Islam periode al-Khulafa al-Rasyidin menunjukkan
bahwa dalam hal pemilihan kepala negara digunakan metode musyawarah mufakat.
Selain salah satu sunnah Rasulullah saw., musyawarah juga dinilai dapat melahirkan
suatu kesepakatan tanpa mendiskriminasikan pendapat suatu golongan atau kelompok
dalam masyarakat.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah berarti pembahasan
bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah,
perundingan, perembukan.1 Di dalam kamus bahasa Arab al-Munjid disebutkan,
bahwa musyawarah (syūrā) adalah kata benda (ism) yang mengandung arti
bermusyawarah. Dan dapat juga berarti majelis. Musyawarah juga dimaknai majelis
yang dibentuk untuk fungsi mendengarkan pengaduan masyarakat dan (untuk)
mengatur urusan negara.
1“Musyawarah”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online.
http://kbbi.web.id/musyawarah (31 Maret 2017).
74
Kata syūrā (ا ) berasal dari sya ( َش)-wa ( َو)-ra ( َر) yang secara etimologis
berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata
syūrā atau dalam Bahasa Indonesia menjadi musyawarah mengandung makna segala
sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk
memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan
madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil
berdasarkan syūrā merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan
kehidupan manusia.
Al-Qur’an menggunakan kata syūrā dalam tiga ayat. Pertama, surah al-
Baqarah ayat 233 yang membicarakan kesepakatan (musyawarah) yang harus
ditempuh suami istri kalau mereka ingin menyapih anak sebelum dua tahun. Adapun
ayat kedua dan ketiga yaitu surah Āli ʻImrān ayat 159 dan al-Syūrā ayat 38.2 Dalam
surah al-Syūrā/42: 38, ayat ini menjanjikan bagi orang mukmin ganjaran yang lebih
baik dan kekal di sisi Allah.3 Sifat orang mukmin yang salah satunya adalah
mementingkan urusan musyawarah dalam setiap persoalan yang mereka hadapi (wa
amruhum syūrā baynahum).4
Dalam surah Āli ʻImrān/3: 159, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk
melakukan musyawarah dengan para sahabat.5
2Abdul Manan, Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan
Sistem Hukum Barat (Cet. I; Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), h. 129-130.
3M. Quraish Shihab, Tafsīr Al-Miṣbāḥ, vol. 2 (Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 260.
4Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 215.
5Abdul Manan, Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan
Sistem Hukum Barat, h. 130.
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                                           
Terjemahan:
“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan
mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang
bertawakkal.”6
Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang Uhud yang membawa
kekalahan umat Islam. Nabi saw. sendiri mengalami luka-luka dalam perang tersebut.
Ayat ini mengajarkan kepada Nabi saw. dan tentunya kepada seluruh umat beliau,
agar bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan umat
Islam.7 Sebab, kebaikan terbesar dalam peristiwa Uhud adalah mendidik mereka
untuk selalu bermusyawarah, bukan melaksanakan apa yang diputuskan oleh
pimpinan sendiri saja, sekalipun dia benar, karena dalam musyawarah itu tersimpan
beberapa manfaat untuk mereka di masa depan pemerintahan mereka, jika mereka
benar-benar telah melaksanakan pilar besar ini (musyawarah).8
Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbāh urusan yang
dimusyawarahkan sesuai petunjuk ayat ini yakni dalam urusan peperangan dan
6Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 90.
7Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 215.
8Farīd Abdūl Khālīq, Fī Al-Fiqh As-Siyāsiy Al-Islāmiy Mabādi’ Dustūriyyah Asy-Syūrā Al-
ʻAdl Al-Musāwāh, terj. Faturrahman A. Hamid, Fikih Politik Islam, h. 97.
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urusan dunia, bukan urusan syariat atau agama.9 Senada dengan hal ini, Fariq Abdul
Khaliq menulis dalam Fī Al-Fiqh As-Siyāsiy Al-Islāmiy Mabādi’ Dustūriyyah Asy-
Syūrā Al-ʻAdl Al-Musāwāh yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia
dengan judul Fikih Politik Islam, maksud dari perintah bermusyawarah dalam ayat ini
adalah bermusyawarah dalam semua perkara-perkara umum, kemaslahatan-
kemaslahatan duniawi dan politik rakyat baik dalam masa perang atau masa damai,
menunjukkan perintah wajib, bukan sunnah. Kewajiban ini menjadi farḍu kifāyah
atas setiap individu umat dan farḍu ‘ain atas Ahlul Hallī wal ‘Aqdi yang mewakili
umat, dan pendapat mereka sama dengan pendapat rakyat keseluruhan, karena
mereka tahu dengan kemaslahatan umum dan karena umat percaya dengan mereka.10
Kaum Muslimin memiliki tiga cara bermusyawarah dalam memilih seorang
khalifah. Pertama, pemilihan secara bebas melalui musyawarah tanpa pencalonan
terlebih dahulu oleh seseorang. Hal ini terjadi dalam pemilihan Abu Bakar. Ia dipilih
secara bebas tanpa dipilih oleh Nabi untuk menjadi penggantinya. Diriwayatkan
bahwa Nabi mengangkatnya menjadi imam dalam ṣalat untuk menggantikannya
sewaktu sakit menjelang wafatnya.11 Besar kemungkinan pengangkatannya menjadi
imam ṣalat merupakan dorongan bagi masyarakat untuk turut membai’at dan
menyetujuinya.
9M. Quraish Shihab, Tafsīr Al-Miṣbāḥ, h. 256.
10Farīd Abdūl Khālīq, Fī Al-Fiqh As-Siyāsiy Al-Islāmiy Mabādi’ Dustūriyyah Asy-Syūrā Al-
ʻAdl Al-Musāwāh, terj. Faturrahman A. Hamid, Fikih Politik Islam, h. 97.
11Abdul Manan, Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam
dan Sistem Hukum Barat, h. 143.
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Kedua, khalifah mempersiapkan putra mahkota yang akan menggantikannya
jika antara keduanya tidak ada hubungan keluarga. Bentuk seperti ini dilakukan oleh
Abu Bakar terhadap Umar bin Khaṭab. Pengangkatan putra mahkota itu sifatnya
pengajuan calon saja dari Abu Bakar dan bukan suatu kemestian.
Ketiga, mempersiapkan salah seorang dari tiga orang atau lebih anggota
masyarakat yang dipandang terbaik di dalam masyarakat. Umar melihat bahwa Nabi
tidak mempersiapkan putra mahkota, sedangkan Abu Bakar mempersiapkannya.
Maka ia mengambil jalan tengah dan menyerahkan masalah itu kepada enam orang
yang ditunjuknya untuk memusyawarahkannya. Keenam orang tersebut memilih
salah seorang di antara mereka dan pilihan jatuh kepada Uṡman. Hasil musyawarah
yang dilakukan oleh enam orang ini juga bersifat memilih calon untuk diajukan,
bukan untuk memastikan orang tersebut menjadi khalifah. Sekiranya kaum Muslimin
tidak membai’at Uṡman, ia tidak akan menjadi khalifah.12
Cara pertama dan ketiga adalah metode yang sering digunakan dalam
pengangkatan khalifah, karena keduanya menerapkan sistem musyawarah. Seiring
berkembangnya wilayah kekuasaan Islam pada masa khalifah kedua, Umar bin
Khaṭab, metode ketiga tadi telah menjelma menjadi sebuah kelompok yang telah
disebut sebelumnya, yakni Ahlul Hallī wal ‘Aqdi.
Ahlul Hallī wal ‘Aqdi merupakan salah satu istilah yang dipakai pada masa
pemerintahan Islam dahulu yang dalam konteks kekinian dikenal sebagai lembaga
legislatif atau parlemen. Namun, lembaga ini tidaklah sama persis dengan parlemen.
12Abdul Manan, Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam
dan Sistem Hukum Barat, h. 144-145.
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Ahlul Hallī wal ‘Aqdi hanya bertugas untuk menetapkan atau menurunkan khalifah,
tidak lebih dari itu. Artinya, tatkala khalifah sudah terpilih dan dia sanggup berlaku
adil maka Ahlul Hallī wal ‘Aqdi seolah-olah tidak diperlukan lagi. Ahlul Hallī wal
‘Aqdi akan diperlukan lagi ketika khalifah tidak berlaku adil atau ketika khalifah
perlu diturunkan. Jadi, institusi tertinggi adalah khalifah, namun pada suatu saat
institusi tertinggi bisa diambil alih oleh Ahlul Hallī wal ‘Aqdi, yang pada dasarnya
berarti diambil alih oleh rakyat.
Istilah Ahlul Hallī wal ‘Aqdi terdiri dari tiga kalimat:
1. Ahlul, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki).
2. Halli, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan.
3. Aqdi, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk.
Dari pengertian secara bahasa di atas, dapat disimpulkan pengertian Ahlul
Hallī wal ‘Aqdi secara istilah, yaitu orang-orang yang berhak membentuk suatu
sistem di dalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu.
Dengan pemahaman lain bahwa Ahlul Hallī wal ‘Aqdi adalah lembaga perwakilan
yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat untuk diteruskan
kepada pemerintah sehingga usaha untuk menyejahterakan masyarakat akan dapat
diwujudkan.13
Para ahli fikih siyasah merumuskan pengertian Ahlul Hallī wal ‘Aqdi sebagai
orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas
13Abdul Manan, Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam
dan Sistem Hukum Barat, h. 105-106.
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nama umat (warga negara). Anggota Ahlul Hallī wal ‘Aqdi ini terdiri dari orang-orang
yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi.14
Sekelompok ulama berpendapat bahwa jumlah minimal anggota Ahlul Hallī
wal ‘Aqdi yang dianggap sah mengangkat pemimpin adalah lima orang. Caranya,
mereka bersepakat untuk mengangkat khalifah atau salah seorang dari mereka
diangkat sebagai khalifah atas persetujuan dari empat orang lainnya. Kelompok ini
berhujjah dengan alasan:
1. Pengangkatan Abu Bakar r.a. sebagai khalifah dilakukan oleh lima orang
yang bersepakat untuk membai’atnya. Kelima orang tersebut adalah Umar
bin Khaṭab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Huḍair, Bisyr bin Sa’ad, dan
Salim mantan budak Abu Hudzaifah r.a.
2. Umar bin Khaṭab, membentuk dewan syūrā sebanyak enam orang, yang
salah satunya diangkat sebagai khalifah atas persetujuan lima orang lainnya.
Inilah pendapat mayoritas fukaha dan para teolog di Basrah.
Para ulama lainnya seperti di Kufah berpendapat bahwa pengangkatan
pemimpin dianggap sah meski dilakukan tiga orang saja, yang salah seorang dari
mereka diangkat sebagai khalifah atas persetujuan dua orang lainnya. Caranya, salah
seorang dari mereka diangkat sebagai khalifah sementara dua orang lainnya diangkat
sebagai saksi, persis seperti prosesi akad nikah yang dianggap sah dengan adanya satu
orang wali dan dua orang saksi. Bahkan, ada sekelompok ulama yang berpendapat
bahwa pengangkatan pemimpin dianggap sah meski dengan satu orang sekalipun.15
14Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 158-159.
15Al-Māwardī, Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman,
Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, h. 13-14.
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Sebagaimana ‘Abbas melakukan bai’at terhadap Ali untuk menggantikan khalifah
Uṡman bin Affan.16
Islam bukan tidak mengakui bahwa semua rakyat dalam sebuah negara berhak
memilih dan dipilih. Akan tetapi, mengingat tujuan musyawarah adalah untuk
melahirkan suatu kesepakatan yang dianggap baik dan bermanfaat bagi umat manusia
dan atau menentukan yang terbaik dari dua pilihan atau lebih. Berdasarkan tujuan ini
dapatlah kiranya dipahami bahwa orang-orang yang dapat dimasukkan dalam anggota
musyawarah dalam pandangan politik hukum Islam mestilah orang yang cerdas dan
menguasai permasalahan yang hendak dimusyawarahkan supaya kemudian keputusan
yang dihasilkan dalam musyawarah dapat memuaskan adanya. Melibatkan orang
yang dinilai tidak berkompeten dalam melihat permasalahan yang hendak
dimusyawarahkan semestinya tidak perlu diikutsertakan dalam musyawarah. Di
dalam sejarah al-Khulafa al-Rasyidin sendiri misalnya, tidak semua rakyat di
Madinah dilibatkan dalam proses menentukan kepala negara (khalifah), tetapi hanya
sebagian pembesar sahabat saja, padahal jumlah kaum Muslimin ketika itu masih
sangat sedikit. Tidaklah sulit mengumpulkan mereka semua lalu ditanya pendapatnya
masing-masing untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi khalifah di antara
para pembesar sahabat. Para sahabat tidak melakukan itu tentulah bukan karena tidak
terpikir melakukannya dan bukan karena tidak ingin melibatkan semua kaum
Muslimin, tetapi pastilah karena cara tersebut dianggap justru tidak akan
16Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 160.
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menghasilkan khalifah yang paling berkualitas. Musyawarah hanya dihadiri oleh para
pembesar sahabat saja yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Anṣar.17
Syarat-syarat mu’tabar (legal) untuk kelompok pemilih ada tiga:
1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui
orang yang berhak diangkat sebagai khalifah sesuai dengan syarat-syarat yang
legal.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih
orang yang paling layak diangkat menjadi khalifah dan paling tepat serta
paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.
Orang yang tinggal sedaerah dengan khalifah tidak memiliki kelebihan apa
pun atas orang yang tinggal di daerah lain. Hanya saja, orang yang tinggal sedaerah
dengan khalifah secara otomatis bertugas mengangkat khalifah sesuai dengan tradisi
yang berlaku (hal ini bukan berdasarkan syariat). Pasalnya, merekalah yang lebih
dahulu mengetahui wafatnya khalifah dan notabene orang yang layak diangkat
sebagai khalifah adalah penduduk yang tinggal di daerah tersebut.18
Berdasarkan uraian di atas, bahwa musyawarah dilakukan dalam hal-hal yang
bersifat duniawi dan bukan dalam masalah ibadah (ukhrawi). Masalah pemilihan
kepala negara yang dimusyawarahkan sebagaimana yang telah terjadi pada masa al-
17Abdul Manan, Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam
dan Sistem Hukum Barat, h. 142-143.
18Al-Māwardī, Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman,
Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, h. 11.
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Khulafa al-Rasyidin, menyiratkan bahwa masalah ini merupakan hal yang bersifat
duniawi serta menyangkut kemaslahatan umum negara. Ditinjau dari segi yang
melakukan musyawarah untuk mengangkat khalifah pertama (Abu Bakar) ialah
orang-orang yang memiliki tempat tinggal yang sama dengan Rasulullah saw. Hal ini
menurut Al-Māwardī,19 berlaku secara otomatis sesuai dengan tradisi yang berlaku
dan bukan berdasarkan syariat. Pasalnya, merekalah yang lebih dahulu mengetahui
wafatnya khalifah dan notabene orang yang layak diangkat sebagai khalifah adalah
penduduk yang tinggal sedaerah dengan khalifah sebelumnya.
Kemudian, dilihat dari syarat kelompok pemilih khalifah (Ahlul Hallī wal
‘Aqdi) tidak terdapat syarat yang mengharuskan anggotanya beragama Islam. dalam
kasus ini, disebut sebagai warga negara Muslim. Poin utama dari anggota Ahlul Hallī
wal ‘Aqdi ialah bijaksana dan berkompeten. Ia dapat mengutarakan alasan yang logis
mengenai hak suara yang diberikannya kepada calon khalifah tertentu. Tidak hanya
sampai disitu, ia juga dapat bertanggung jawab jika di kemudian hari khalifah yang
dipilihnya melakukan pelanggaran yang tidak dapat ditolerir sehingga dipecat dari
tampuk kepemimpinannya. Selain kesepakatan yang dihasilkan melalui musyawarah
tadi adalah kesepakatan yang baik, kebijaksanaan dari seorang anggota Ahlul Hallī
wal ‘Aqdi juga dapat mencegah berubahnya forum musyawarah menjadi debat kusir
dan berujung kepada terpecahnya kesatuan umat.
19Al-Māwardī, Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman,
Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, h. 11.
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Semua manusia dianggap sama dalam Islam, bahkan bila seseorang tidak
memilih agama Islam dia juga mempunyai hak hidup dalam damai dan sentosa di
negara Islam.20
Dalam piagam Madinah, pasal 16 juga menyebutkan bahwa:
“Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak
persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan makar yang
merugikan.”21
Duduknya żimmī dalam keanggotaan Ahlul Hallī wal ‘Aqdi dapat
mencerminkan hak persamaan dalam pasal ini. Selagi ia patuh kepada Konstitusi
yang telah disepakati serta melakukan kewajibannya, tidak ada alasan untuk tidak
memberinya posisi tersebut. Apalagi didukung dengan kompetensinya dalam hal
penyeleksian calon khalifah.
Dalam negara Islam semua non Muslim akan memiliki kebebasan yang sama
untuk menganut keyakinan, pandangan dan mencurahkan pendapat (melalui kata-kata
tertulis maupun tidak tertulis), serta berserikat dan berkumpul sebagaimana yang
dimiliki oleh kaum Muslim sendiri, yang tunduk pada batasan-batasan yang
diterapkan oleh hukum terhadap kaum Muslim. Di antara pembatasan-pembatasan
tersebut, mereka akan diberi hak untuk mengkritik pemerintah dan para pejabatnya,
termasuk kepala negara.22
Menetapkan hak ini untuk non Muslim atas dasar mereka juga warga negara
seperti warga negara lainnya dari kaum Muslimin, termasuk dalam konsepsi apa yang
20A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah: Syariah, h. 547.
21Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h. 12.
22Abūl A’la Al-Maudūdī, The Islamic Law and Consitution, terj. Asep Hikmat, Hukum dan
Konstitusi Sistem Politik Islam, h. 320.
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telah Islam tetapkan dalam syariatnya dari dua prinsip yakni keadilan dan persamaan
hak.23 Menurut kenyataan, syariat Islam bermaksud mewujudkan keadilan yang
mutlak di dalam bentuknya yang paling sempurna dan kehidupan manusia yang
termulia yang layak dengan kemanusiaannya.24 Sebab tidak termasuk sikap adil dan
juga tidak termasuk persamaan hak bila tidak membolehkan mereka untuk ikut serta
bersama penduduk lainnya yang terdiri dari kaum Muslimin dalam mengkaji perkara-
perkara umum duniawi, dalam memilih penguasa dan wakil rakyat dan dalam
melakukan pengawasan atas para penguasa untuk mencegah tindakan pelanggaran
terhadap kemaslahatan masyarakat yang kemaslahatan masyarakat itu adalah salah
satu dari hak-hak Allah.25
B. Hak untuk Dipilih
Jabatan kepala negara merupakan markas segala kekuasaan yang lain. Dari
padanyalah terbit sulṭāh-sulṭāh tanfiżiyāh, yang oleh ilmu fikih disebut wilāyāh yang
bermacam rupa. Maka tugas-tugas yang bersumber dari kepala negara, banyak
macamnya. Tugas-tugas itu, adakala merupakan kekuasaan umum dan adakala
merupakan kekuasaan khusus. Pemegang wilāyāh (kekuasaan) yang bersumber dari
kepala negara telah dibagi kepada empat macam.
23Farīd Abdūl Khālīq, Fī Al-Fiqh As-Siyāsiy Al-Islāmiy Mabādi’ Dustūriyyah Asy-Syūrā Al-
ʻAdl Al-Musāwāh, terj. Faturrahman A. Hamid, Fikih Politik Islam, h. 166.
24T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam (Cet. II; Jakarta: Bulan
Bintang, 1991), h. 127.
25Farīd Abdūl Khālīq, Fī Al-Fiqh As-Siyāsiy Al-Islāmiy Mabādi’ Dustūriyyah Asy-Syūrā Al-
ʻAdl Al-Musāwāh, terj. Faturrahman A. Hamid, Fikih Politik Islam, h. 166.
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Pertama, orang yang wilayahnya umum, yaitu wazīr. Kedua, orang yang
wilayahnya atau kekuasaannya umum dalam daerah tertentu, yaitu para amir yang
berkuasa di daerah-daerah tertentu. Ketiga, orang yang kekuasaannya tertentu dalam
suatu pekerjaan yang umum, yaitu pimpinan tentara, penjaga tapal-tapal batas,
pengutip zakat dan kepala hakim. Keempat, orang yang kekuasaannya tertentu pada
pekerjaan yang tertentu, yaitu hakim daerah, pengutip pajak atau pengutip zakat
daerah.26
Terdapat dua riwayat, yakni kisah Umar bin Khaṭab yang memerintahkan dua
gubernurnya (Abu Musa al-Asy’ari dan Khalid bin Walid) untuk memecat asistennya
di bidang administrasi dan keuangan yang berasal dari non Muslim. Riwayat yang
pertama dari Abu Musa r.a. Abu Musa berkata: “Saya katakan pada Umar bahwa saya
memiliki seorang sekretaris Nasrani.” Maka Umar menjawab: “Ada apa denganmu,
semoga Allah swt. membinasakanmu, apakah engkau tidak dengar Allah swt.
berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah menjadikan orang Yahudi
dan Nasrani sebagai pemimpin mereka.” Saya katakan pada Umar: “Bagiku adalah
tulisannya dan bagi dia adalah agamanya.” Umar membalas: “Tidak akan aku
muliakan mereka, semoga Allah menghinakan mereka.”27
Kemudian riwayat yang kedua yaitu Khalid bin Walid menulis surat kepada
Umar bin Khaṭab. “Di Syam (kami punya) juru tulis, yang penghitungan keuangan
(kharāj) tidak akan lancar tanpanya.” Maka Umar menjawab: “Jangan gunakan dia.”
Khalid menjawab kembali: “Kami sangat membutuhkannya.” Umar menulis kembali:
26T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, h. 79-80.
27Abdul Manan, Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam
dan Sistem Hukum Barat, h. 94.
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“Jangan gunakan dia.” Khalid menulis kembali: “Kalau kami tidak menggunakannya,
akan hilang uang kami.” Umar mengakhiri dengan mengatakan: “Semoga Nasrani itu
mati. Wassalam.”
Umar bin Khaṭab melihat posisi juru tulis dan keuangan dalam pemerintahan
gubernur adalah jabatan strategis dan prestise, apalagi disebutkan pula oleh Khalid
bin Walid tentang wewenang dan tugasnya yang begitu penting. Karenanya, Umar
tidak ragu lagi untuk memerintahkan pemecatannya, karena melihat itu sesuatu yang
strategis dan membahayakan jika dijabat kaum non Muslim. Ini sangat dapat
dipahami mengingat keterbatasan pada saat itu, posisi juru tulis sangat menentukan.
Secara ilmu fikih perdebatan di atas menunjukkan ada perbedaan pendapat di
kalangan sahabat pada waktu itu. Hanya saja karena posisi Umar sebagai khalifah,
maka ia berhak memutuskan sikap akhirnya.28
Ali Yafie, seperti yang dinukilkan oleh Mujar Ibnu Syarif, berpendapat bahwa
kaum żimmī mempunyai hak yang sama seperti orang Islam, termasuk hak untuk
menjadi menteri atau posisi-posisi lain, kecuali menjadi kepala negara atau khalifah.
Menurutnya, secara historis beberapa orang Yahudi dan Kristen telah diangkat
menjadi menteri dan menduduki jabatan lain di masa Dinasti Umayyah dan
Abbasiyah. Non Muslim tidak dapat menduduki jabatan kepala negara, lanjutnya,
karena kedudukan ini merupakan wakil Nabi untuk menegakkan urusan-urusan
agama serta urusan pemerintahan.29
28Abdul Manan, Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam
dan Sistem Hukum Barat, h. 95.
29Mujar Ibnu Syarif, Hak-hak Politik Minoritas NonMuslim dalam Komunitas Islam, h. 70.
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Senada dengan hal ini, Yusuf Qardhawi sebagaimana dinukilkan oleh Abdul
Manan,30 mengemukakan bahwa bagi ahl al-żimmah (ada) hak dalam menjabat
posisi-posisi dalam negara sebagaimana halnya kaum Muslimin, kecuali pada
jabatan-jabatan yang lebih dominan unsur keagamaannya, seperti khilafah, kepala
negara, panglima militer, hakim, dan yang mengurusi sedekah, dan yang
semacamnya. Dan jabatan yang selain itu, yang termasuk dalam sebuah negara, maka
boleh disandarkan pada ahl al-żimmah, jika terpenuhinya syarat-syarat pada diri
mereka, seperti kemampuan, amanah dan loyal pada negara.
Seorang kepala negara umumnya berkediaman di ibukota negara. Dalam
negara Islam yang dibangun di Madinah dan menjadikan Madinah sebagai
ibukotanya, Rasulullah saw. memerintah dari sana. Begitu pun keempat al-Khalifah
al-Rasyidin. Dalam perkembangannya, banyak wilayah lain yang telah ditaklukkan
oleh negara Islam. Selain memiliki rakyat yang cukup banyak tersebar di daerah
taklukkan, lamanya akses ke daerah tersebut dikarenakan alat transportasi yang hanya
berupa unta dan kuda, mendorong seorang kepala negara untuk mengangkat beberapa
pegawai. Hal ini bertujuan untuk meringankan bebannya mengurus pemerintahan dan
umat. Islam menyebut pegawai pemerintahan model ini dengan wazīr, dan tugas yang
diembannya dinamakan wizarah.
Pengertian wizarah dari segi bahasa terdapat tiga pendapat:
1. Wizarah, diambil daripada wizar yang artinya bebanan. Karena wazīr
memikul beban kepala negara.
30Abdul Manan, Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam
dan Sistem Hukum Barat, h. 97.
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2. Wizarah diambil dari kata wazar, yang berarti tempat kembali. Karena
kepala negara selalu kembali kepada wazīrnya.
3. Wizarah diambil dari kata azrun, yang berarti punggung. Dikatakan
demikian, adalah karena kepala negara memperoleh kekuasaan dari
wazīrnya, sebagaimana badan memperoleh kekuatan dari punggungnya.31
Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazīr mempunyai pengertian yang
sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Dalam First
Encyclopedia of Islam disebutkan bahwa kata wizarah atau wazīr ini diadopsi dari
Bahas Persia. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari kata vicira yang berarti
orang yang memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini, maka wazīr adalah nama
suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang
mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi
kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.32
Pada umumnya, ulama mengambil dasar-dasar adanya kementerian dengan
dua alasan. Pertama, berdasarkan firman Allah:33
                     
Terjemahan:
31T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, h. 81.
32Abdul Manan, Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam
dan Sistem Hukum Barat, h. 166.
33H. A. Dzajuli, Fiqh Siyasah, h. 77.
89
“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. (Yaitu) Harun,
saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan (adanya) dia. Dan jadikanlah dia
teman dalam urusanku.” QS Ṭāhā/20: 29-32.34
Kedua, karena alasan yang sifatnya praktis. Yaitu khalifah tidak mungkin
sanggup melaksanakan tugas-tugasnya di dalam mengatur umat tanpa adanya wazīr.
Dengan adanya wazīr yang membantu khalifah di dalam mengurus umat, akan lebih
baik pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan.35
Wizarah terbagi menjadi dua, yakni wazīr tafwiḍī dan wazīr tanfiżī. Wazīr
tafwiḍī adalah pembantu khalifah bidang pemerintahan. Ia diangkat dan diserahi
mandat oleh khalifah untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat dan
ijtihadnya sendiri. Untuk menduduki jabatan ini, seseorang harus memiliki syarat-
syarat sebagaimana syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi khalifah, kecuali
faktor nasab (keturunan Quraisy).36 Adapun syarat-syaratnya yaitu:
1. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh.
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam
berbagai kasus dan hukum.
3. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata maupun mulut,
sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang
diketahuinya.
34Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 433.
35H. A. Dzajuli, Fiqh Siyasah, h. 78.
36Al-Māwardī, Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman,
Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, h. 45-46.
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4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat
menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan
mengurusi berbagai kepentingan.
6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu
melindungi negara dan melawan musuh.37
Wazīr jenis ini adalah pelaksana ide dan ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki
sifat-sifat seperti para mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki keahlian di dalam
tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan kharāj. Kedua
bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung
menangani keduanya dan pada waktu lain ia perlu menugaskan orang lain untuk
mewakili dirinya. Sama halnya, ia tidak akan mampu terus-menerus terjun ke
lapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting
wazīr ini dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.38
Adapun wazīr tanfiżī adalah pembantu khalifah bidang administrasi. Wazīr
tanfiżī memiliki wewenang yang lemah dan hanya membutuhkan syarat yang sedikit.
Pasalnya, kewenangannya masih dibatasi oleh pendapat dan gagasan khalifah. Wazīr
tanfiżī hanya sebagai mediator antara khalifah dan rakyat. Tugas dari wazīr ini
hanyalah melaksanakan perintah khalifah, merealisasikan titahnya, menindaklanjuti
keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta
37Al-Māwardī, Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman,
Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, h. 11.
38Al-Māwardī, Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman,
Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, h. 46.
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melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada khalifah supaya ia dapat
menanganinya sesuai perintah khalifah. Dengan demikian, wazīr tanfiżī hanya
berperan melakukan tugas dan tidak berhak melantik pejabat untuk menangani tugas
tersebut. Jika ia dilibatkan dalam jejak pendapat, itu pun adalah kewenangan khusus.
Akan tetapi, jika ia tidak dilibatkan dalam hal itu, kedudukannya tidak lebih dari
mediator atau duta.
Untuk menjadi wazīr tanfiżī tidak disyaratkan harus merdeka dan berilmu
karena ia tidak memiliki wewenang untuk melantik pejabat yang mensyaratkannya
harus merdeka. Ia juga tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri
yang mensyaratkannya harus berilmu.39
Tugas wazīr tanfiżī hanya terfokus pada dua hal, yakni mendampingi khalifah
dan melaksanakan perintahnya. Wazīr tanfiżī harus memiliki tujuh sifat:
1. Amanah. Ia tidak berkhianat terhadap apa yang telah diamanahkan
kepadanya dan tidak menipu jika dimintai nasihat.
2. Jujur dalam perkataannya. Apa saja yang disampaikannya dapat dipercaya
dan dilaksanakan, dan apa saja yang dilarang kepadanya akan dihindari.
3. Tidak bersikap rakus terhadap harta yang menjadikannya mudah
menerima suap dan tidak mudah terkecoh yang menyebabkannya
bertindak gegabah.
39Al-Māwardī, Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman,
Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, h. 52-53.
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4. Tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain sebab sikap
permusuhan dapat menghalangi seseorang untuk bertindak adil dan
bersikap lemah lembut.
5. Harus laki-laki karena ia harus sering mendampingi khalifah dan
melaksanakan perintahnya. Di samping itu, ia menjadi saksi bagi khalifah.
6. Cerdas dan cekatan. Semua persoalan dapat dijelaskan olehnya secara
tuntas tanpa menyisakan kekaburan. Sebuah maksud tidak akan dipahami
secara tuntas jika di dalamnya masih terselip kekaburan.
7. Ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsunya, yang dapat
menyelewengkannya dari kebenaran menuju kebatilan dan menjadikannya
tidak kuasa membedakan antara orang yang benar dan orang yang salah.
Sungguh hawa nafsu dapat menipu hati dan akal seseorang yang
memalingkannya dari kebenaran.40
Apabila wazīr tanfiżī hendak dilibatkan dalam jejak pendapat, ia
membutuhkan sifat kedelapan, yaitu pengalaman yang menjadikannya mampu
berpendapat dengan baik dan bertindak dengan benar. Itu karena pengalaman
membuatnya mampu memprediksi hasil akhir dari segala persoalan. Akan tetapi, jika
tidak ingin dilibatkan dalam jejak pendapat, ia tidak butuh untuk memiliki sifat
kedelapan ini meskipun seiring perjalanan waktu, dengan sendirinya ia akan memiliki
pengalaman tersebut melalui banyaknya tugas yang ditangani. Jabatan wazīr tanfiżī
40Al-Māwardī, Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman,
Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, h. 53.
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boleh dipegang oleh orang kafir żimmī. Akan tetapi, untuk menjabat sebagai wazīr
tafwiḍī orang kafir żimmī tidak diperbolehkan.41
41Al-Māwardī, Al-Aḥkām As-Sulṭāniyyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman,
Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, h. 54.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik
adalah sebagai berikut:
1. Kelompok non Muslim yang termasuk kategori żimmī adalah mereka yang
bertempat tinggal di wilayah kekuasaan negara Islam setelah ditaklukkan,
yang kemudian menyerahkan diri dan mendapat perlindungan dari
pemerintahan negara Islam serta patuh kepada aturan yang berlaku. Jizyah
dibebankan atas mereka akibat adanya perlindungan negara Islam.
2. Dalam negara Islam, żimmī memiliki hak untuk memilih kepala negara. Hak
ini tercermin dari dapatnya seorang żimmī mengemukakan pandangannya
terhadap calon kepala negara melalui posisinya di Ahlul Hallī wal ‘Aqdi.
Kemudian, żimmī juga diperbolehkan menduduki posisi dalam pemerintahan
negara Islam. Tetapi posisi yang tidak dikategorikan sebagai posisi potensial.
Jabatannya hanya sebagai pelaksana keputusan, bukan sebagai pembuat
kebijakan.
B. Implikasi Penelitian
Implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Perjanjian yang disepakati atau perundang-undangan yang diberlakukan
dalam negara Islam sebaiknya lebih spesifik membahas tentang hak politik
sekian komunitas yang bernaung di negara tersebut. Agar tidak terjadi
kesalahpahaman dalam penerapan peraturan itu sendiri.
2. Jabatan yang diberikan kepada non Muslim dalam pemerintahan negara Islam
tidak dapat menjangkau kursi kepala negara. Hal ini hendaknya dipahami oleh
warga negara Muslim dalam negara Islam agar dapat berpartisipasi dalam
bursa posisi pemimpin negara sehingga perintah Allah melalui al-Qur’an
dapat terwujud.
3. Tema tentang hak asasi non Muslim dalam negara Islam diharapkan sedapat
mungkin menarik peneliti-peneliti selanjutnya, agar pembahasan yang
dianggap kontroversional ini dapat diuji keilmiahannya. Selain itu, bermanfaat
bagi masyarakat awam yang masih “samar” dalam memandang peristiwa yang
berkaitan dengan hak asasi non Muslim dalam kehidupan bernegara.
4. Literatur yang membahas mengenai hak politik non Muslim dalam negara
Islam sangat terbatas. Pustaka yang berlabel tata negara Islam umumnya
menempatkan bagian hak hukum lebih luas untuk dibahas dibanding hak
politik. Oleh karenanya, diharapkan kepustakaan yang menyertakan kolom
topik ini lebih banyak di masa yang akan datang.
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